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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai kasus Arhgtrastara PT. Krakatau
Steel dan International Piping Product (IPP) seksli meneliti penerapan
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrds@e Alternatif
Penyelesaian Sengketa khususnya dalam hal pembat#lasan Arbitrase karena
adanya dugaan pemalsuan dokumen. Pada kasus #ebitriabertindak sebagai
penggugat adalah PT. Krakatau Steel dan sebagaigetr adalah pihak IPP,
dimana sengketa timbul akibat adanya kesalahpahdraatara mereka.

PT. Krakatau Steel telah mengadakan perjanjianijaklSteel Billet Grade
SWRCHS8R dengan IPP. Pada pelaksanaannya PT. Kuak&tal menolak Steel
Billet Grade SWRCH8R dan minta dilakukan penukadmmgan Steel Billet
Grade SWRCHB8A, tetapi pihak IPP menolak untuk metak penukaran Steel
Billet Grade tersebut. Dalam perjanjian jual belereka telah sepakat untuk
menyelesaikan masalah yang timbul melalui Arbitradehoc. Sidang Arbitrase
dilaksanakan di Jakarta dengan tiga arbiter dan akanUncitral Rules. Sidang
Arbitrase memutuskan bahwa pihak PT. Krakatau $t@els membayar kerugian
sebesar USD 1.450.000 dan bunga 6% pertahun d&i1J850.000 dimulai dari
tanggal 12 Agustus 2001 sampai pelaksanaan sefasanjutnya PT. Krakatau
Steel tidak menerima putusan Arbitrase dan mengadalerlawanan kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakulesmnbatalan putusan.

Di dalam pembatalan hukumnya, Pengadilan NegearfalSelatan menilai
bahwa perlawanan terhadap putusan Arbitrase tedslnas dengan Pasal 70
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang ArbitraseAdternatif Penyelesaian
Sengketa walaupun hanya berdasarkan kepada adaggard pemalsuan surat
atau dokumen yang dilakukan dari pihak IPP. Sefariggngadilan Negeri Jakarta
Selatan memutuskan bahwa putusan Arbitrase tersgibatalkan. Sementara
dugaan pemalsuan surat atau dokumen tersebut kditefiti lebih lanjut atau
lebih tepatnya belum dilakukan penyidikan atau pédmaan secara tekhnis
laboratoris melalui Sistem Peradilan Pidana segarg diatur dalam KUHP dan
KUHAP karena pemalsuan surat atau dokumen adalahpalean ranah pidana.

Namun pada tingkat kasasi, dinyatakan bahwa putBesmgadilan Negeri
Jakarta Selatan tidak dapat dibenarkan. Tetapi Brabk Agung dalam
putusannya tidak menyebutkan lebih lanjut meng&oasekuensi ataupun yang
bersifat eksekutorial dari putusannya tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan eteesgn Pasal 70
Undang - undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrds@e Alternatif
Penyelesaian Sengketa, diperlukan adanya putusagaéitan untuk pembuktian
adanya atau terjadinya pemalsuan surat atau dokumedadui Sistem Peradilan
Pidana sesuai dengan KUHP dan KUHAP karena penmalswat atau dokumen
merupakan ranah pidana. Pembatalan putusan Asbitb@sdasarkan dugaan
pemalsuan seharusnya tidak hanya sekedar berdasatigaan ataupun
interpretasi pribadi dari Hakim Pengadilan Negearekha hal tersebut dapat
menimbulkan masalah baru bahkan dapat menimbubkgadinyaOccupational
Crime.

iX
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ABSTRACT

This research analyzed cases between PT. Kraka¢@l &hd International
Piping Product (IPP), include observe the impleragon Law No. 30 of 1999
concerning Arbitration and Alternative Dispute Resion. In this case plaintiff
PT. Krakatau Steel and the defendant IPP arise afiteunderstanding between
them.

The Krakatau Steel already signed Sales and Pwdgieement a contract
for purchase Steel Billet Grade SWRCH8R from IPR.the process, PT.
Krakatau Steel rejected Steel Billet Grade SWRCH®8@& wants to exchange to
Steel Billet Grade SWRCHB8A. But IPP can’t excharnlge Steel Billet Grade.
They were agreing to solve the dispute among théim Arbitration ad hoc. The
Arbitration was attended in Jakarta, using UNCITRARules, with three
Arbitrators. Arbitration award is penalty US $ 104800 and 6% a year from US
$ 1.450.000 for PT. Krakatau Steel start at 12 Atgu2001 until the execution
the award. Latter on Pt. Krakatau Steel doesn’egicthe award and sought a
court decision to nullify the Arbitration award.

In its legal analysis the court of South Jakarteeddhat the challenge to an
arbitration award submitted by PT. Krakatau Ste&dted to setting aside arbitral
award. According articles 70 Law No. 30 of 199%@erning Arbitration and
Alternative Dispute Resolution, the court noted thare are forgery document by
IPP in the examination of the dispute. Accordingg ttourt of South Jakarta
determined that the Arbitration award is provedeolasn forgery document and
the District court agrees to annulment the Arbibrataward. While estimate of
forgery document is not base on research or iryesdn or scientific forensic
laboratory by Criminal Justice System appropriatéh WWUHP and KUHAP
because forgery document is a crime.

But after appeal, the Supreme Court provides that decisions of the
District Court are mistake. But the Supreme Cadoes not provide the
consequences or does not have executorial of diside.

This research showed that base on the officialiftion to Article 70 Law
No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Altermati Dispute Resolution
provides that the basis on which an award is sdeasust be supported by court
decision for approved that any forgery documentGyminal Justice System
appropriate with KUHP and KUHAP because forgery woent is a crime.
Determined Arbitration award base on forgery docoim&hould not base on
estimate or self interpretation from Judge of Dest€Court because of that can be
make a new problem indeed Occupational Crime.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang Undang No 8 tahun 1981 tentaitgbKUndang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menimbulkperubahan
fundamental baik secara konsepsional maupun seo@temental terhadap tata
cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. ndpdadang ini sebagai
penggantiHet Herziene Inlandsch Regement Staatshtun 1941 nomor 44
yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cikaim nasional.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan Urgiamdang No 8 tahun 1981
tentang KUHAP, maka di dalarmtegrated criminal justice systemmdonesia
menggunakan empat komponen aparat penegak hukuity kapolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakasempat aparat tersebut
seharusnya memiliki hubungan yang sangat erat satma lain dan saling
menentukan, dengan harapan agar tercipta kesao@kan di antara para aparat
penegak hukum.

Pada masa berlakunya H(Ret Herziene Inlandsch Reglement) staatsblad
tahun 1941 nomor 44 sebagai landasan hukum prosegelesaian perkara
pidana, telah terjadi berbagai ekses penyalahgumeamenang oleh aparat
penegak hukum disebabkan karena ketidak mampuarantepkan pelaksanaan
tugas dan tujuan masing-masing sebagai bagiar@inal justice system

Keadaan demikian sering menimbulkan konflik wewmnai antara para
aparat penegak hukum terutama dalam masalah pemargkatau penahanan
yang seharusnya ditangani secara berhati-hati aa@mgat menyentuh harkat dan
martabat tersangka sebagai manusia. Konflik sematigarang sekali diungkap

di muka umum dan tidak diselesaikan secara turiedspara pihak yang terlibat

1 Universitas Indonesia
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2

dalam konflik tersebut. Oleh karena itu sering mlidwkan bahwariminal justice
systemhanya sebagai aspirasi saja yang seharusnya dimeptasikan dengan
baik secara serius.

Di dalam suatu hubungan bisnis kemungkinan terjedsengketa, terutama
disebabkan keadaan dimana pihak yang satu mempuormasalah dengan pihak
lainnya dalam hubungan tersebut. Komar Kaatmadjanysimitkan bahwa
sengketa terjadi jika salah satu pihak menghengialk lain untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menbéataku demikiar.

Pelaku bisnis mengharapkan adanya suatu penyaiesangketa yang tidak
akan mengganggu bisnis dan terjaminnya kerahasiazenhal yang tidak dapat
dipenuhi bila melakukan penyelesaian sengketa megd@ngadilan. Oleh karena
itu akan paling efektif kalau dapat diselesaikangd® putusan yang final dan
mengikat melalui alternatif penyelesaian sengkbtak melalui bentuk-bentuk
alternatif penyelesaian sengketa tertentu maupbitrase. Dengan demikian
sengketa tersebut dapat diputus, atau setidakAydalkdiklarifikasi dengan
mempersempit persoalannya melalui mekanisme atiepemnyelesaian sengketa
yang tepat.

Tumbuhnya kebutuhan atas alternatif penyelesaengketa merupakan
cerminan dari keinginan akan adanya suatu lembaggetesaian dan penanganan
masalah selain pengadilan. Hal ini selain disebaldd@nyaknya perkara yang
menumpuk di pengadilan-pengadilan dari tingkat gmed sampai Mahkamah
Agung.

Pertimbangan yang lain adalah dengan menggunakdternatif

Penyelesaian Sengketa adalah ringkasnya prosealuladgsung masuk kepada

! Otje Salman, Kontekstualisasi Hukum Adat dalamsPsoPenyelesaian Sengketa, dalam
Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, CitlayA Bakti, Bandung 2001, him 3, yang
merupakan kutipan dari Komar Kantaatmadja, Bebetagatentang Arbitrase, Makalah pada
Penataran Hukum Ekonomi Internasional, FakultasufukiINPAD, 1989.

“Priyatna AbdurrasyidArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengké&tkahati Aneska,
Jakarta, 2002.

Universitas Indonesia
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3

pokok perkara. Ditambah dengan adanya penekananlpaygh yang dikeluarkan
oleh para pihak relatif lebih sedikit daripada laiayang dikeluarkan untuk
berperkara di pengadilan serta waktu yang cukugkain Hal ini sangat sejalan
dengan prinsip KUHAP yaitu cepat, sederhana, damimu

Namun disisi lain Indonesia dinilai tidak ramabhedap putusan arbitrase
Internasional. Proses pengesahan hasil arbitrageddnesia masih sulit karena
memakan waktu dan dapat dibatalkan pengadilan kidbkfisiensi dan efektifitas
proses abitrase jadi terabaikan. Herliana mengatakebanyakan pihak luar
negeri menganggap pengadilan Indonesia tidak kemsidlan cenderung
memberikan perlakuan khusus untuk pihak Indonesiagydikalahkan oleh
putusan arbitrase Internasional terhadap pihalgasin

Hakim adalah jabatan @ amanah, tentu mengandung r unsu
pertanggungjawaban. Terkesan selama ini bahwa &shebhakim itu hanya
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan langsung, namaisi tidak berwenang
mencampurinya. Padahal tugas Hakim adalah menegékkam dan keadilan di
bumi, dan untuk itu seharusnya Hakim dapat dimip&atanggungjawaban oleh
manusia yang lain. Perbuatan yang sengaja dirangatng merugikan pihak lain,
dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiriaelin diselimuti oleh cara
yang menurut hukum sah, tetap merupakan kejahatam lyersifat konspiratif.

Penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan meémpa pihak
diharuskan mengikuti aturan-aturan yang ada daa nogngakibatkan masyarakat
luas akan mengetahui rahasia dari para pihak. dagft disimpulkan dalam
Alternatif Penyelesaian Sengketa para pihak menmgurkebebasan dan
terlindunginya kerahasiaan dari para pihak.

Pada umumnya yang dimaksud dengan arbitrase d@adina pemeriksaan

suatu sengketa dilakukan secara judicial, separigydikehendaki oleh pihak-

®Disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum UGM ldedi dalam Seminar
International Commercial Arbitrationli Jogjakarta Senin 25 April 2011, www.hukumonlgmn

Universitas Indonesia
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4

pihak yang bersengketa dan pemecahannya akan ididadeepada bukti-bukti
yang diajukan oleh pihak-pihak terseBut.

Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbititee kewajiban pada para
pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau rpi@raarbitrase grbitration
clauseatauagreementdan kemudian menyepakati penyelesaiarinya.

Perkembangan arbitrase di Indonesia telah ad& gejaun 1977, atas
prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KRatidirikan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI), pada tanggal 7 Deseni®st7® Dalam pasal-pasal
dari Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Kea@nketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Jndiagiang No. 35 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang NomoFabéin 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimank ti@eadapat ketentuan
mengenai arbitrase.

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undawgiug No. 14 Tahun
1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwaasparadilan di seluruh
wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negdaa ditetapkan dengan
Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkanépbnyelesaian perkara di
luar pengadilan atas dasar damai atau melaluraskitetap diperbolehkan, tetapi
putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekbs®telah memperoleh ijin

atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

“Tb. Ronny Rahman Nitibaskaréetika Kejahatan BerdaulaPeradaban, Jakarta 2001.
*Ibid, hal. 54.

®Suyud MargonoAlternative Dispute Resolution, Proses PelembagismProses Hukum,
Gabhlia Indonesia, Jakarta, 2002.

"Munir Fuady,Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengk®isnis),Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2000.

8bid, hal. 30.
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Setelah adanya Undang-undang No. 30 Tahun 19%@ngeiArbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, makaddéin dan kewenangan dari
arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat

Dalam hubungan ini kiranya perlu diperhatikan bahwerbagai Negara
mempunyai ketentuan perundang-undangan arbitrage Weperluan domestik
dan kemudian menambahkannya dengan peraturan nangdntrase yang
sifatnya Internasional. (Pendapat P Priyatna seli@gaa BANI tidak ada istilah
Internasional untuk arbitrase karena semua arbitratapat menerima
persengketaan dari negara manapun).

Model Law UNCITRAL diadakan perumusan tersendemtang arbitrase
Internasional, bahwa suatu arbitrase bersifat mat@onal jika para pihak pada
saat pembuatan perjanjian arbitrase mempunyai temgeha yang berlainan
Negara. Atau jika salah satu dari tempat usahahlatsdi bawah ini letaknya di
luar Negara di mana para pihak mempunyai tempéiauseereka, yakri:

1. Tempat arbitrase yang ditentukan di dalam Perjarjiditrase.

2. Setiap tempat dimana bagian terpenting daripada ajkean yang
berdasarkan hubungan dagang harus dilaksanakateatpat dengan mana
pokok persoalan sengketa adalah paling dekat kaitaatau

3. Para pihak telah secara tegas memufakati bahwakppkomasalahan
daripada perjanjian arbitrase ini berhubungan detgfah dari satu Negara.
Mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 196angnPenanaman

Modal Asing, maka ditetapkan adanya unsur-unsungagecara singkat arbitrase

itu bersifat Internasional kaldd:

1. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaam ymsrbeda yang

terbukti dan dinyatakan secara tegas

°Sudargo Gautam#neka Hukum Arbitrase ke arah hukum arbitrase Irecim yang baru,
Citra Aditya, 1996.

1% priyatna Abdurrasyid)p. Cit. hal. 75.

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Arman, Pascasarjana Ul, 2011.



6

2. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitraselbeatduar domisili para
pihak.
3. Objek arbitrase terletak di luar wilayah Negara atia para pihak memiliki
usahanya.
4. Para pihak sepakat bahwa objeknya (sesuai dengarsuka arbitrase)
memiliki keterkaitan dengan suatu Negara atau lebih
Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden38loTahun 1981,
tanggal 5 Agustus 1981 telah menandatangani pemge$2onvention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Ads yang telah
ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 8'$5Konvensi ini
memungkinkan keputusan-keputusan arbitrase darirageri dapat dijalankan
pula di dalam wilayah Republik Indonesia. Putusdnitrase dari luar negeri yang
dapat dijalankan adalah putusan arbitrase yand tdllksanakan di dalam
wilayah dari suatu Negara yang menjadi anggota Hanvensi New York.
Ditentukan lebih lanjut bahwa Pemerintah Indondsgiaya memakai Konvensi
New York untuk sengketa yang timbul daripada hulwAgubungan hukum.
Ditambahkan pula hubungan hukum ini harus dianggapagai bersifat
“commercial’menurut hukum Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentangitrAse dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur tentangrade Internasional, terutama
aspek eksekusinya. Akan tetapi, undang-undang bigrssama sekali tidak
menyebutkan tentang apa yang dimaksud denganamdilnternasionaf. Secara
implicit pada pasal 60 Undang-undang No. 30 Tal@0ltentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik rkpsian bahwa putusan

arbitrase yang dianggap putusan arbitrase asing Oledang-undang No. 30

Ybid, hal. 245.

2 Munir Fuady,Op. Cit,hal. 183
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Tahun 1999 adalah putusan yang dilakukan diluapriedia. Sehingga dapat
diberikan suatu penegasan bahwa putusan arbitrageestik adalah putusan
arbitrase yang dilakukan di Indonesia.

Putusan merupakan ketegasan final mengenai semglkete yang diajukan
kepada arbitrase kecuali perjanjian mengatakan. [&ata cara pelaksanaan
pokok-pokok didalam putusan tergantung pada teldédftdrkannya di pengadilan
sesuai dengan pengarahan Pasal 59 Undang-undar@DN@ahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kdtentuan ini berlaku untuk
setiap keputusan arbitrase yang akan dilakukarkgst@annya di Indonesia.

Putusan arbitrase yang final ternyata dapat dilakukuatu perlawanan,
bahkan pembatalan dan pengesampingan putusan. Rambgang dapat
dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap patasbitrase adalah sebagai
berikut*

1. Apabila diketemukan dan terbukti adanya kecurangjah arbiter, jalan
yang paling tepat ialah melakukannya dengan mengaagkan putusan
tersebut melalui tuntutan pidana.

Pencabutan wewenang arbiter sebelum putusan dibuat.

Arbiter yang melampaui yurisdiksinya.

Jumlah yang diberikan dalam putusan ini diseralkegrada pihak ketiga.

o M 0D

Suatu perjanjian yang menjadi pegangan merupakdnkauak dari
kontrak utama.

6. Putusan dibuat melewati waktu yang ditetapkan. malaal ini perlu
diperhatikan, bahwa arbiter memiliki wewenang penuintuk
memperpanjang waktu persidangan tentunya dengaep&iestan kedua

belah pihak.

13 |bid, hal. 183.

% Ibid, hal. 185.
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Putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan @edadilan negeri selama
memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemerikssetelah putusan
dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.

2. Setelah putusan diambil diketemukan dokumen yamgifae menentukan,
disembunyikan oleh pihak lawan.

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilkén oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan arbitrase yang dapat dibatalkan merupakagauhukum diluar
kebiasaan karena hakikat dari putusan arbitrasey yaral dan mengikaf
Lembaga arbitrase sejalan dengan perkembangan ga@gkn dunia yang
sedemikian cepat dan memerlukan sustu system p@sSay@h sengketa yang
cepat, efektif juga efisien.

Putusan arbitrase asing dalam pelaksanaannya donésth harus
didaftarkan terlebih dahulu kepada Pengadilan Nedmkarta Pusdf. Namun
tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-undand0l Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meaigyurisdiksi pengadilan
dalam melakukan pembatalan putusan arbitfase.

Adanya lembaga arbitrase diharapkan dapat memudapkayelesaian
sengketa dalam prakteknya tidak seperti yang dikara Pembatalan putusan
arbitrase oleh pengadilan sangat mengganggu tugaanlembaga arbitrase itu
sendiri. Misalnya dalam kasuisternational Piping Productiengan PT.Krakatau

Steel, para pihak sepakat untuk menyelesaikan stglang akan timbul kepada

®Undang-undang No0.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Pasal 70.

¥1bid, Pasal 60.
YIbid, Pasal 65.

¥1bid, Pasal 71.
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arbitrasead-hoc dengan memakai hukum acara UNCITRAL. Arbitrasehoc
tersebut diselenggarakan di Jakarta dan para pélak sepakat tunduk kepada
hukum Indonesia. Pemilihan hukum beracara dan hukang berlaku untuk
arbitrase, dapat ditentukan pada saat pembuat@raaebad hoc atau sudah ada
pada perjanjian kedua belah pihak (direkomendakid@u tersirat dari perjanjian
antara kedua belah pihak (ditandatangani dimanpeganjian biasa juga sudah
ditentukan hukum yang berlaku untuk perjanjiandieus).

Pada akhirnya penyelesaian sengketa melalui asbitd-hoc tersebut
diajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Zaatatan. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya meik@a putusan arbitrasel-
hoc.

Penulis menemukan pada prakteknya pembatalan putitsan arbitrase di
pengadilan negeri Jakarta Selatan khususnya daésuskinternational Piping
Product dengan PT Krakatau Steel telah terjadi l&kkaa dalam prosesnya.
Dimana dalam kasus ini telah jelas terlihat padgatan dari tergugat bahwa telah
terjadi pemalsuan surat, namun proses pemalsuatal@m proses beracara tidak
disertakan terlebih dahulu pembuktian melalui sudtegiatan Scientific
Investigation Seharusnya dugaan pemalsuan ini melalui proseyidiean
terlebih dahulu dan pemeriksaan dengan puslabfor.

Penulis pada tulisan ini akan menjelaskan hubungatara proses
pembatalan putusan arbitrase ini dengan keharudamya integrasi antara para

aparat hukum agar dikemudian hari tidak terulangéperti ini.

1.2 Identifikasi Masalah
1. Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pembatalarsgu arbitrase di
Pengadilan Indonesia bila diketemukan adanya duggaya atau usaha

pemalsuan?

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Arman, Pascasarjana Ul, 2011.



10

2. Bilamanakah pembatalan tersebut didasarkan padayaddugaan upaya
atau usaha pemalsuan, dapatkah hakim memutuskabafsan terhadap
putusan arbitrase tanpa melalui proses pembuktidang pemalsuan

tersebut terlebih dahulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penamafaltusan arbitrase
di pengadilan Indonesia bila diindikasikan adangebpatan pemalsuan oleh
salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis bilamana penaratakersebut
didasarkan pada adanya perbuatan pemalsuan, dapatkian memutuskan
pembatalan putusan arbitrase tanpa melalui prosesbyktian pidana

pemalsuan tersebut terlebih dahulu.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegur@aritis, kegunaan

praktisi dan akademis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pesgglamengenai dasar
hukum arbitrase dan juga dapat menjelaskan mengetebihan dan kekurangan
dari peraturan-peraturan arbitrase Indonesia.

Adanya berbagai pertentangan dalam penafsiran mawge suatu
pengadilan nasional dalam melakukan pembatalars@atarbitrase menimbulkan
berbagai polemik. Oleh karena itu penulis berhatapgan penelitian ini akan
berguna untuk mengetahui dan menemukan wewenamggiéan nasional dalam
hal melakukan pembatalan putusan arbitrase dihlamngdengan sistem

peradilan pidana Indonesia.
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Sehingga diharapkan dapat disajikan sebagai sugahapenelitian hasil
pendidikan ilmu hukum arbitrase dan pidana bagalpipihak yang menaruh

minat atas perkembangan arbitrase serta peraddana

1.4.2 Kegunaan Praktis
Dapat memberikan masukan dan manfaat bagi :

1. Pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbatajam mengambil
sikap dan tindakan terhadap praktek pembatalansaantwarbitrase oleh
pengadilan serta peradilan pidana Indonesia.

2. Pelaku kegiatan perdagangan, khususnya kepadaupgiak menggunakan
arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

3. Masyarakat luas, sebagai pihak yang pada akhirkga éirugikan karena

berkurangnya kepercayaan kepada proses hukum Isidone

1.5 KerangkaPemikiran

Konsep Negara hukum menurut Plato adalah dalanukbel@mokrasi yang
bentuk konkritnya diwujudkan dalam bentxdchstaatoleh para ahli Jerman dan
rule of law di Inggris yang merupakan gagasan ktusstuntuk menjamin hak
asasi dan pemisahan kekuas&an.

Adapun tujuan hukum menurut Aristoteles dalam bykuRhetoricadan
Ethica Nicomachaeadalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. kKeadi
dalam arti dapat memberikan kepada setiap orang yaenjadi bagian atau
haknya?® Namun keadilan juga tidak boleh ditafsirkan bahsetiap orang

memperoleh bagian yang sama. Disinilah Negara bempgaitu untuk menjaga

19 Jimly Asshiddigie Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Glotsi)iSalai
Pustaka Jakarta, 1998.

% Dudu Daswara Machmudi®engantar llmu Hukum, Sebuah SketRefika Aditama,
Bandung, 2001
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kedudukan hukum dari setiap warga negaranya. Segagiasan yang
dikembangkan oleh Immanuel Két.

Thomas Aquinos dalansuma Theologicanenyebutkan bahwa peranan
hukum adalah untuk melindungi, mengatur, dan memakan kehidupan
ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapattkan kepada kemajuan
dan kesejahteraan bagi seluruh masyargkAgar manfaatnya dapat dirasakan
oleh masyarakat luas maka produk hukum yang akestugdirkan oleh Pemerintah
di bidang ekonomi harus senantiasa memperhatiksgirkbangan dan keserasian
antara pihak pelaku ekonomi, dan dengan demikiaadilen akan tetap
terpelihara.

Pembangunan nasional Indonesia yang dilaksanakbputheemua sektor
dengan menitikberatkan kepada pembangunan hukung yisarahkan pada
terwujudnya system hukum nasional yang bersumbeéa prancasila dan UUD
1945, dimana pembangunan hukum tersebut meliputermbukum, aparatur
hukum, sarana dan prasarana hukum serta budayanhuku

Pembaharuan hukum juga merupakan salah satu bd@iapembangunan
hukum, dimana pembaharuan hukum tersebut harup tetamperhatikan
kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakaya peningkatan
kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindunganrhupenegakan hukum dan
pelayanan hukum vyang berintikan keadilan dan kelbenadalam rangka
penyelenggaraan Negara yang makin tertib dan tessta penyelenggaraan
pembangunan yang semakin lancar.

Roscoe Pound berpendapat bahwaw as tool of social engineerihgang

diartikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasd,sdiona hukum tidak pasif

“Jimly AsshiddigieOp Cit, hal. 90.

“’Gunarto SuhardiPeranan Hukum dalam Pembangunan Ekondiniyersitas Atmajaya,
Jogyakarta, 2002
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melainkan harus mampu digunakan untuk merubah steddaan dan kondisi
tertentu kearah yang dituju sesuai dengan kemaaayarakatnya’

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indoné&siasepsi Law as tool
of social engineeriny yang merupakan inti dari pemikiran aliran Pragjoa
Legal Realism. Agar pembangunan hukum dapat berjaacara efektif,
diperlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hudtapat diwujudkan apabila
telah tersedia factor perangkat hukum yang layataktBk di Indonesia
menunjukkan factor perangkat hukum masih harus ndilegkan guna
memenuhi kebutuhan kemajuan masyarakat.

Sistem peradilan di Indonesia diatur dalam PasaURD 1945 pasal 1,
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan vyang merdektuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukorkedalilan.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentetenkuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan dndiagiang No. 35 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. b4nTa970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimank ti@adapat ketentuan
mengenai arbitrase.

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undaignm No. 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasa@akiman tersebut bahwa
semua peradilan di seluruh wilayah Republik Ind@neslalah peradilan Negara
dan ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasahipamenyebutkan bahwa
penyelesaian perkara di luar pengadilan atas disarni atau melalui arbitrase
tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanyampunyai kekuatan
eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintaituk dieksekusi dari
Pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksdatmase di Indonesia

adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Regleraea Perdata dan Pasal 377

% W.Friedman)egal TheorySteven & Sons Limited, London, 1960
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Reglemen Indonesia yang diperbaharui dan PasalRéiflemen Acara untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan peskeyaub lalu lintas di
bidang perdagangan, baik nasional maupun IntenmalsidMaka ketentuan-
ketentuan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Regkraea Perdata (RV) dan
Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui)(8dR Pasal 705 Reglemen
Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RGB), suittbak sesuai lagi
sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dagajppean perdagangan yang
bersifat Internasional.

Bertolak dari kondisi ini, perubahan mendasar wapaReglemen Acara
Perdata (RV) memang perlu dilakukan. Oleh seballléingan adanya Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danrddtd Penyelesaian
Sengketa, dapat dikatakan landasan hukum arbitdiseindonesia telah
diperbaharui.

Pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwgladmsuatu kesepakatan
berupa klausula arbitrase yang tercantum dalamuspatjanjian atau dengan
suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuatappihak setelah timbul
sengket&?

Oleh karena itu perjanjian arbitrase termasuk sakth bentuk perjanjian
yang sah atau tidaknya digantungkan pada syaredtsy@ebagaimana yang
ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang HuRerdata.

Syarat subjektif perjanjian arbitrase terlihat d&eharusan perjanjian
tersebut dibuat oleh mereka yang demi hukum cakapkubertindak di dalam
hukum yaitu oleh mereka yang demi hukum dianggappuayai wewenang
untuk melakukan hal yang demikian.

Syarat objektif dalam perjanjian arbitrase terlittitri objek perjanjian

arbitrase hanya untuk sengketa dibidang perdagadganmengenai hak yang

4 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yaklpukum Arbitrasejakarta ; Rajawali Pers, 2001
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menurut hukum dan aturan perundang-undangan dikseganuhnya oleh pihak
yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase termasuk dalam perjanjian ysecpara umum diatur
didalam KUHPerdata Buku 1ll Bab | dan Bab II, iréssiai dengan Pasal 1319
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjabadnyang mempunyai
nama khusus dan perjanjian yang tidak dikenal dergysatu nama tertentu,
tunduk pada peraturan - peraturan umum yang terdalatn KUHPerdata Buku
[l Bab | dan Bab II.

Dalam suatu perjanjian arbitrase juga terdapat-asas yang sama seperti
layaknya suatu perjanjian seperti pada Pasal 1$88(4) KUHPerdata terdapat
asaspartij autonomieyaitu asas yang menentukan adanya suatu perjavigdn
para pihak karena telah tercapainya kata sepakat.

Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata yarggatakan
bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalahikatrsgbagal undang-undang
bagi para pihak. Disini tersimpul realisasi asapak&ian hukum vyaitu suatu
perjanjian hukum harus mengandung kepastian hulkamjudja tersimpul adanya
suatu asas kekuatan mengikat dari perjanjian. Relasatan mengikat tidak hanya
terbatas pada apa saja yang diperjanjikan tetaa farhadap unsur-unsur lain
sepanjang dikehendaki yaitu kebiasaan, kepatutamdaal.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga mengandung atii emauan untuk
mengikatkan diri. Kemauan ini mengakibatkan adarsgmtu kepercayaan
terhadap perjanjian. Asas kepercayaan ini merupakanetis yang bersumber
pada moral. Manusia terhormat akan memeliharanygajikata Eggerfs.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dagatik secara sepihak dan
semua perjanjian harus dilandasi oleh itikad belkrggga kedudukan para pihak

menjadi seimbang. Disini terlihat adanya suatusasi dari asas keseimbangan.

% Miriam Darus Badrulzamankomplikasi Hukum PerikatarBandung ; Citra Aditya
Bakti, 2001.
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Asas mengikat suatu perjanjian mempunyai hubungag grat dengan asas
kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan melakukgamjpn merupakan suatu
asas yang penting didalam Hukum Perjanjian. Kelsgbagerupakan perwujudan
dari hak asasi manusia yaitu untuk menentukan jeaniang dan para pihak serta
bentuk dari perjanjian.

Jadi dapat disimpulkan perjanjian arbitrase dillbsatlasarkan kesepakatan
para pihak dan mengikat seperti Undang-undang.nbalatu perjanjian arbitrase
juga terdapat kebebasan para pihak untuk membuwt ssi dari perjanjian
tersebut selama tidak melanggar hukum, kebiasagpatitan dan moral. Para
pihak dalam perjanjian arbitrase juga tidak dapabhanik dirinya secara sepihak,
karena adanya suatu keseimbangan diantara par&. peseimbangan ini
diperlukan agar para pihak merasa mempunyai kedudylng sama dimata
hukum.

Status hukum dari suatu perjanjian arbitrase adbighpara pihak telah
menyetujui penyelesaian sengketanya dengan asbitnaka pilihan tersebut akan
mengesampingkan pilihan forum yang lain misalnyanypiesaian melalui
pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ambitmesniliki independensinya
sendiri karena pengadilan tidak berwenang untukgaeif sengketa para pihak
yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Perjanjian arbitrase terdiri dari dua macdm:

1. Klausula Arbitrase atairbitration Clause

Istilah ini ditujukan kepada kesepakatan pemilidemtara para pihak yang

dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Jach p#tak menyatakan akan

memilih jalan penyelesaian arbitrase jika kelakedikidian hari terjadi

perselisihan diantara mereka yang timbul dari ksistertentu. Undang-

% Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

#’Munir Fuady,Op. Cit.hal. 17.
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undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danrddtd Penyelesaian

Sengketa tidak menyebutkan syarat tentang Arlommaiilause, kecuali yang

dinyatakan dalam Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yam@dieatau yang akan

terjadi antara mereka untuk diselesaikan melahitrase”.
2. Submission clause

Istilah ini adalah kesepakatan penyelesaian seagketat arbitrase.

Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengéetaliut.

Suatu prinsip yang berlaku umum terhadap perjanggbitrase adalah
prinsip separabilitas, yaitu perjanjian atau kldasarbitrase berdiri sendiri dan
terlepas sama sekali dari perjanjian pokoknya. Glebab itu, jika misalnya
karena alasan apapun perjanjian pokoknya dianggegt tiukum atau tidak sah,
kontrak atau klausula arbitrase tetap dianggaplaaimengikat.

Adapun syarat-syarat dari perjanjian arbitraseaidsébagai berikut®
Dalam bentuk tertulis.

Para pihak memiliki otonomi.

Para pihak berhak memilih yurisdiksi.

Para pihak itu independen.

o & 0 bdpE

Para pihak itu mempunyai kedaulatan.
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Interm@sinenyadari adanya
kepentingan-kepentingan Internasional yang pethwati kaedah-kaedah hukum.
Oleh karena itu Indonesia turut serta dalam konvemsvensi Internasional dan
meratifikasi hasilnya kedalam hukum nasional Indae

Adanya lembaga arbitrase diharapkan dapat memudapkayelesaian
sengketa dalam prakteknya tidak seperti yang dikara Mulai maraknya
pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan sangagganggu tujuan dari

lembaga arbitrase itu sendiri.

*8 Ibid.
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Mengenai kewenangan badan pengadilan umum dalanungabnya
dengan putusan arbitrase pada umumnya adalah seesgat °
1. Memeriksa para saksi
2. Menguasai alat-alat bukti
3. Menjual atau mengalihkan barang-barang yang berigdsudengan proses

arbitrase
4. Pemberian putusan sela
5. Mengangkat curator (untuk mengelola asset-asekstaig
6. Membuat perintah yang berhubungan dengan assét untu

a) Membuat atau melakukan inspeksi, pemotretan, prasiercustody

dan menahannya

b) Mengambil sampel, melakukan observasi dan eksperiteghadap

asset sengketa, dll.

Pendapat lain adalah suatu putusan arbitrase iaigyglap tidak wajar atau
cacat, maka pengadilan mempunyai wewenang berdesaikikum untuk
menanganinya dengan dua cafa :

1. Pengadilan dapat membatalkan putusan arbiter
2. Dalam kasus tertentu pengadilan dapat mengesangrirgkusan.
Pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan itkgesha **
1. Putusan dengan kewenangan yang berlebihan. Dalami lpautusan dapat
dikesampingkan.
2.  Sebagian yurisdiksi berlebihan.
Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang rad@tdan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, juga terdapat dasar hukmbapelan putusan arbitrase

29 Munir Fuady,Op.Cit, hal. 114.
% Priyatna AbdurrasyidQp.Cit, hal. 186.

*pid.
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yaitu putusan arbitrase dapat dilakukan pembataknpengadilan negeri selama

memenuhi syarat sebagai berikiit :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemerikssetelah putusan
dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.

2. Setelah putusan diambil diketemukan dokumen yamgifae menentukan
disembunyikan oleh pihak lawan.

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilkén oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan uraian diatas dapat terlihat bahwaspuotwarbitrase masih
dapat dilakukan pembatalan oleh pengadilan negknm& memenuhi syarat Pasal
70 Undang-undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arlgitrdan Alternatif
Penyelesaian = Sengketa. Permasalahannya dipraktedim h seringkali
membatalkan putusan arbitrase dengan memakai pargan hukum Pasal 70
Undang-undang NO. 30 Tahun 1999 tentang ArbitraseAdternatif Penyelesaian
Sengketa. Sehingga yang terjadi adalah pemeriksarabali suatu permasalahan

atau persengketaan.

1.6 Metode Pendlitian

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menggunakeeiode sebagai
berikut:
1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normafivea mengkaji data
sekunder berupa hukum positif yang berkaitan depgamasalahan. Selanjutnya

data yang diperoleh akan dianalisis secara kuélitat

%Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Pasal 70
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Data sekunder didapat dengan meneliti peraturestypan yang terkait
dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Underttang No. 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setagk

2.  Spesifikas Pendlitian

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dilakukan dengan
terlebih dahulu menjelaskan secara umum tentangyadpembatalan putusan
arbitrase oleh pengadilan negeri Indonesia yang aikaahas sebelum dianalisa

lebih lanjut.

3.  Tahapan Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepksém dengan mengambil
acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan mengenaitia®e, peraturan perundang-
undangan yang ada sangkut pautnya dengan penulisgaitu Undang-undang
NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altern&#nyelesaian Sengketa.
Metode kepustakaan ini dilakukan dengan maksud kuntnemperoleh

pengetahuan dasar dari teori-teori dasar tentdntyase.

a.  Bahan Hukum Primer
Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yaaig ®@airi peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan topic Eamuini yaitu Undang-
undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danrAdtd Penyelesaian
Sengketa.

b.  Bahan Hukum Sekunder
Yaitu dengan menggunakan buku-buku, tulisan-tuligamg terkait dengan

topic arbitrase sebagai referensi penulisan tesis i
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c. Bahan Hukum Tertier
Bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primar bddhan hukum

sekunder seperti kamus, kamus bahasa, artikeehd#ti media cetak.

4. AnalissData
Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulamn losil penelitian
bahan hukum, dianalisis dengan metode kualitattikurselanjutnya disajikan

dalam bentuk deskriptif.

5. Lokas Data

Adapun lokasi penelitiannya adalah perpustakaakulttes hukum
Universitas Indonesia, perpustakaan fakultas hukkmwersitas Trisakti Jakarta,
perpustakaan PTIK, Pengadilan Negeri Jakarta SelatBANI dan

www.hukumonline.com.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagnpelesaian sengketa diluar
pengadilar’® Penyelesaian sengketa alternatif sudah lama dikegitan, baik di
Barat maupun di Timur. Hal tersebut dikarenakarsalealasan praktis seperti
lamanya waktu yang ditempuh bila menyelesaikan lsstagdi pengadilan, biaya
yang besar sampai kepada alasan-alasan kebudaglaagga masyarakat lebih
menyukai menyelesaikan sengketa diluar pengatfian.

Kata Arbitrase berasal dari bahasa latin yaaubitrare”. Arbitrase juga
dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya yangifike maksud yang sama,
misalnya Perwasitan atau Arbitrage (Belanda), atin (Inggris), Arbitrage
atau schiedspruch (Jerman), arbitrage (Peran@sgrkuanya memiliki arti yang
sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatwrmekebijaksanaan.
Dihubungkannya arbitrase menurut kebijaksanaandepat menimbulkan salah
pengertian tentang arbitrase, karena dapat menkabukesan seolah-olah
seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dat@myelesaikan suatu sengketa
tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan mesgikan pemutusan
sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan. Kesabat keliru, karena arbiter
atau majelis tersebut juga merupakan hukum seppdi yang dilakukan oleh

hakim atau pengadilafi.

% Erman Raja gukgukArbitrase Dalam Putusan PengadilaBhandra Pratama, Jakarta,
2000.
*Ibid.

%R.SoebektiArbitrase DagangBina Cipta, Jakarta, 1981.

22 Universitas Indonesia
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Adapun definisi arbitrase menufBlack Lawsadalah sebagai berikift:

Arbitration. The reference of a dispute to an int@r(third) person chosen
by the parties to the dispute who agree in advaoabide by the arbitor’s
award issued after hearing at which both partievédy abiding by the
judgment of selected persons in some dispute magterad of carrying it to
establish tribunals of justice, and is intendedatmid the formalities, the
delay, the expense and vexation of ordinary litmat (Arbitrase.
Penyerahan sengketa kepada orang yang tidak menfkstiga) yang
dipilih oleh para pihak pada sengketa yang setghelsimnya untuk
mematuhi putusan arbiter yang dikeluarkan setedahepiksaan pada mana
kedua pihak mempunyai kesempatan untuk didengancd®gan untuk
penerimaan dan pematuhan putusan oleh orang-omamg dipilih dalam
pokok perkara tertentu, bukannya membawa ke paradiimum dan
dimaksudkan untuk menghindari formalitas, kelamathiaya dan
kejengkelan litigasi biasa)

Menurut Gill?’

Arbitration is the preference of a dispute or difiece between not less than
two persons for determination after hearing bottesiin a judicial manner
by another person or persons, other than court ahgetent jurisdiction.
(Arbitrase adalah penyerahan sengketa atau pembelaatara tidak kurang
dari dua orang untuk mendapatkan putusan seteladengar kedua pihak
dalam cara judicial (pemeriksaan/pemutusan) olemgmatau orang-orang
lain, selain dari pengadilan yang mempunyai jukisidnukum).

Selanjutnya Subekti memberikan pengertian bahvimtrase itu adalah

penyelesaian suatu perselisinan (perkara) olelasgatau beberapa orang wasit

(arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh parakpifeng berperkara dengan

tidak diselesaikan lewat Pengadif&n.

beriku

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid memberikan pergesdibitrase sebagai
t39

% Priyatna Abdurrasyid?engusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatny&aéap

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa @uiatjauan Jurnal Hukum Bisnis2002

*bid.
#priyatna AbdurrasyidArbitrase dan Alternatif, Op.Cibal. 56.

*bid
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Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatifygdesaian sengketa
(APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yanigudialeh Undang-
undang dimana salah satu pihak atau leboih menkamakengketanya-
ketidaksepahaman-ketidak sepakatannya dengan pdiak atau lebih
kepada satu orang arbiter atau lebih arbiter-arbitgelis ahli yang
professional, yang akan bertindak sebagai hakion @¢sadilan swasta yang
akan menerapkan tata cara hukum Negara yang bestakumenerapkan
tata cara hukum perdamaian yang telah disepakedatma oleh para pihak
tersebut terdahulu bahwa arbitrase adalah hukuseduw dan hukum para
pihak “law of procedure” dan“law of the parties”. Selain putusan arbiter
yang final dan mengikat, dikenal pula pendapat nkang“binding

opinion”-“bindend advices’

Definisi lainnya adalah yang dikemukakan oleh ali€adir, Ken Hoyle,
Geoffrey Whitehead. Mereka memberikan batasan lgmba, yaitu®*

“Penyerahan sukarela suatu sengketa kepada segegmag berkualitas
untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian &alkeputusan
arbitrator akan final dan mengikat para pihak yeeperkara.”

Menurut hukum, dianggap wajar apabila dua oraag pthak yang terlibat
dalam suatu sengketa mengadakan suatu persetugliavalmereka menunjuk
seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenatng tmemutuskan itu.

Sedangkan mereka (para pihak) berjanji untuk tkreypada putusan yang
akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut, tetgpabda salah satu pihak
kemudian tidak mentaati keputusan yang telah diawleh orang yang telah
diberikan wewenang oleh para pihak untuk memutuglksga itu, maka pihak
tersebut telah melanggar perjanjian, dan hukumshamenyediakan upayanya
untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian liatsantuk mentaatinya.
Dengan sendirinya apa yang dapat diserahkan kepdol@r atau wasit untuk
memutuskan perkara itu haruslah merupakan hal-tealg yberada dalam
kekuasaan bebas para pihak. Kewenangan pihak kagigan hukum Indonesia

dalam memutuskan suatu perkara terbatas kepadg lingkup sengketa seperti

0 Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersial InternasionaPT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
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yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang No 30 T4l999 tentang Arbitrase
dan alternatif Penyelesaian sengketa yaitu harbjdaiig perdagangan.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, w&nigg juga disebut
dengan “pengadilan wasit”, sehingga para “arbit@glam peradilan arbitrase
berfungsi memang layaknya seorang “wasit” (referms@)mpama wasit dalam
pertandingan bola kakt.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No Ta@un 1999
tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian ssagkalam Bab | Ketentuan
Umum Pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan arkityagu : “Cara penyelesaian
suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum giadagarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh parakpylang bersengketa”.

M Yahya Harahap memberi batasan sebagai befikut:

“Arbitrase merupakan salah satu metode penyelessagketa. Sengketa yang
harus diselesaikan tersebut berasal dari sengkata ssebuah kontrak dalam
bentuk sebagai berikut :

1. Perbedaan penafsirafigpute$ mengenai pelaksanaan perjanjian berupa :

a. Kontroversi pendap&tontroversy)

b.  Kesalah pengertigmisunderstanding)

C. Ketidaksepakatafaisagreement)

2. Pelanggaran perjanjidbreach of contractjermasuk didalamnya adalah :

a. Sah atau tidaknya kontrak.

b.  Berlaku atau tidaknya kontrak.

3.  Pengakhiran kontrgkermination of contract).
4.  Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi ginbuatan atau melawan

hukum.

“! Munir Fuady,0p.Cit,hlm 11

“2M Yahya HarahapArbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991
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Arbitrase yang berdimensi Internasional juga cukapyak digunakan. Hal
ini tentu dapat dipahami, karena apabila dua pdelem perjanjian dari Negara
yang berbeda maka pada penyelesaian sengketa gafregadilan di Negara salah
satu pihak, lebih baik diselesaikan oleh badantrad® Internasional yang
berpusat di Negara lain.

Berbagai pengertian arbitrase diatas menunjukkanya unsur-unsur yang
sama, yaitu?

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaragketa-sengketa,
baik yang akan terjadi maupun telah terjadi, kepsetazang atau beberapa
orang pihak ketiga diluar peradilan umum untuk tdigkan.

2. Penyelesaian sengketa yang biasa diselesaikan hada&lagketa yang
menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepegm@jlkhususnya dalam
bidang perdagangan, industry dan keuangan ; dan

3. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir @amgikat final and

binding).

2.2 Sgarah dan Sumber Hukum Arbitrase

Pada awalnya arbitrase di Indonesia diatur dalaegldtnen op de
Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yang merupakarkgdo dari pemerintahan
Belanda. Ketentuan dalam RV tersebut masih bedakelah Indonesia merdeka
dikerenakan adanya peraturan peralihan dalam Urdaggng Dasar 1945.
Selain itu telah terjadi kesepakatan para sarjaaa praktisi hukum bahwa
ketentuan-ketentuan dalam RV dapat dipergunakaapit&etentuan-ketentuan

arbitrase sebagaimana dalam RV akan dianggap sefetganari’’

3 H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadiglengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesai
Sengketa Bisni&rafindo Persada, Jakarta, 2004.

“Agnes M Toar, et.alSeri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2-Arbitrase di Inelsin, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1995.
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Ketentuan mengenai arbitrase dalam RV terdapaind&asal 625 sampai
651, yang meliputi lima bagian yaitu :

1. Bagian |, Pasal 621 sampai dengan 623 tentangtBjeime Arbitrase dan

Pengangkatan Arbiter ;

2. Bagian Il, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tgpiitameriksaan Perkara

di Depan Arbitrase ;

3. Bagian lll, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640ngmatusan Arbitrase;
4. Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tenthpaya-upaya

Hukum terhadap Putusan Arbitrase ;

5. Bagian V, Pasal 648 sampai dengan 651 tentang Biengk Perkara

Arbitrase.

RV merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Rardagi golongan
Eropa, sedangkan bagi golongan Bumi Putra adalBhudtuk Jawa dan Madura,
dan RGB untuk luar Jawa dan Madura. Akan tetapidsarkan Pasal 377 HIR
dan Pasal 705 RGB ketentuan tentang arbitrase yardppat dalam RV
dinyatakan berlaku juga untuk golongan Bumi Putra.

Dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RGB mengatuagaelberikut:
“Bilamana orang Bumiputra dan Timur Asing mengheddaerselisihan mereka
diputuskan oleh Arbitrase, maka mereka wajib metyvaraturan pengadilan
untuk perkara yang berlaku bagi Orang Eropa”.

Perkembangan Arbitrase di Indonesia terus berkaghbeabukti pada tahun
1977, atas prakasa Kamar Dagang dan Industri Irsigifi€adin) didirikan Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), pada tanggBlesember 1977

Dalam pasal-pasal dari Undang=undang No 14 tah8r0 ltentang

ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yelap diubah dengan

“>Suyud MargonoQp. Cit,him 139
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Undang-undang No 35 tahun 1999 tentang Perubahas Rinhdang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan olPokKekuasaan
Kehakiman, tidak terdapat ketentuan mengenai ad@it?

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undawigsug No 14 Tahun
1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwaaseeradilan diseluruh
wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negdaa ditetapkan dengan
Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkanébpbnyelesaian perkara di
luar pengadilan atas dasar damai atau melaluiraskitetap diperbolehkan, tetapi
putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekls@gtelah memperoleh ijin
atau perintah untuk dieksekusidari Pengadifan.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan peakean lalu lintas di
bidang perdagangan, baik nasional maupun IntenmalsidMaka ketentuan-
ketentuan Pasal 616 sampai dengan Pasal 651 Reglraea Perdata (RV) dan
Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui)(eR Pasal 705 Reglemen
Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RGB). Butiiak sesuai lagi
sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dagafpean perdagangan yang
bersifat Internasional.

Bertolak dari kondisi ini, perubahan mendasaraeap Reglemen Acara
Perdata (RV) memang perlu dilakukan. Oleh sebaldeétugan adanya Undang-
undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan AdtdrPenyelesaian Sengketa,
dapat dikatakan landasan hukum arbitrase di | danielah diperbaharui. Dengan
berlakunya Undang-undang No 30 tahun 1999 tentamifrAse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa maka ketentuan mengenaasebttalam RV dinyatakan
tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan PasalU&tlang-undang No 30 tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeles&angketa;

¢ Munir Fuady,Op. Cit,hlm 28.

47 1bid, him 30.
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“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketemtketentuan
arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sam@ngan Pasal
651nReglemen Acara Perdata (Reglement op de Recotésing,

Staatsblad 1847: 52) dan Pasal 377 Reglemen Indg@yesg diperbaharui
(Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1€4) dan Pasal 705
Reglemen Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madurackfsreglement
Buitendewesten, Staatblad 1927 : 277), dinyataldaktberlaku”.

Indonesia juga meratifikasi konvensi Internasiarahra lain:

1. Konvensi Washington atau Konvensi ICSID yang dikasi pada tahun

1968 dengan Undang-undang No 5 Tahun 1968.

2. Konvensi New York yang telah diratifikasi tahun 19®erdasarkan

Keputusan presiden No 34 Tahun 1981. Sehubungagaddfonvensi New

York ini juga dikeluarkan Peraturan Mahkamah AguRERMA) No 1

Tahun 1990 tenteng Pelaksanaan Keputusan Arbisisg.

Dewasa ini peranan lembaga arbitrase komersi@riasional semakin
penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa k@herternasional. Hampir
setiap hari arbitrase kokersial Internasional ildngsung diberbagai tempat di
dunia. Sebagai contoh, badan arbitrase ICC (Insewnal Chamber of Commerce
atau Kamar Dagang Internasional), setiap tahunagarbp arbitrase ini menerima
permohonan arbitrase lebih dari 300 sengketa. ldlfkkontrak komersial dewasa
ini kerapkali memasukkan arbitrase untuk menyekesesengketany?.

Peranan yang semakin penting ini ditandai pulagdercukup banyaknya
lembaga arbitrase baik didirikan dalam kerangkaored maupun Internasional,
seperti lembaga arbitrase menurut Kamar Dagangnks@nal, United Nations
Commission On Internasional Trade Law (UNCITRAL)ar&& Dunia, Asian-
African Legal Consultative Comitte, The Cotton Eange of Bremen, dan lain-
lain.

Namun dengan banyaknya lembaga arbitrase Intemasmenimbulkan

permasalahan yaitu timbulnya pluralisme aturan hularbitrase Internasional.

“8 Huala Adolf,Op. Cit, hal. 1.
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Salah satu upaya terciptanya suatu harmonisasiuddikasi hukum arbitrase
komersial Internasional pertama kali dilakukan olébmisi PBB mengenai
Hukum Perdagangan Internasionalhé United Nations Commission on
International Trade and Lawatau UNICITRAL).

Rumusan pengertian arbitrase yang diberikan Undadgng Nomor 30
Tahun 1999, kita dapat mengetahui bahwa arbitedsekarena adanya perjanjian
arbitrase. Perjanjian yang dibuat secara tertuieh gara pihak ini berisikan
perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa dang perdata di luar
peradialan umum. Jika dihubungkan dengan keterasal 1233 kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang menentukan adanya dubesyperikatan,maka
arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan perjanjian.

Oleh karena itu perjanjian arbitrase termasukhsaktu bentuk perjanjian
yang sah atau tidaknya digantungkan pada syarsdtsybagaimana yang
ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang HuRerdata.

Syarat subjektif perjanjian arbitrase terlihat idaeharusan perjanjian
tersebut dibuat oleh mereka yang demi hukum dignggempunyai wewenang
untuk melakukan hal yang demikian.

Syarat objektif dalam perjanjian arbitrase tetlilari objek dari perjanjian
arbitrase hanya untuk sengketa dibidang perdagadganmengenai hak yang
menurut hukum dan aturan perundang-undangan dikseganuhnya oleh pihak
yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase termasuk dalam perjanjiangys@cara umum diatur
didalam KUHPerdata Buku Il Bab | dan Bab II, iressiai dengan Pasal 1319
KUHPer yang menyebutkan bahwa semua perjanjianyzaig mempunyai nama
khusus dan perjanjian yang tidak terkenal dengatusnama tertentu, tunduk
pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalakrip€JBuku I, Bab | dan

Bab II.
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Dalam suatu perjanjian arbitrase juga terdapa-asas yang sama seperti
layaknya suatu perjanjian seperti pada Pasal 1888(4) KUHPer terdapat asas
partij autonomieyaitu asas yang menentukan adanya suatu perjavighnpara
pihak karena telah tercapainya kata sepakat.

Status hukum dari suatu perjanjian arbitrase adbim para pihak telah
menyetujui menyelesaikan penyelesaian sengketamymad arbitrase maka
pilihan tersebut akan mengesampingkan pilihan hulkgang lain misalnya
penyelesaian melalui pengadilan. Sehingga dapeattak&n bahwa arbitrase
memiliki indepensinya sendiri kerena pengadilanakidberwenang untuk
mengadili sengketa para pihak yang telah terikendgerjanjian arbitras®.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nont®rTahun 1999
mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu leésean berupa klausula
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjianlieryang dibuat para pihak
sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjiartragiei tersendiri yang dibuat
para pihak setelah timbul sengketa. Dari rumusaselbeit dapat disimpulkan
bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanyapastan berup®:

(1) ArbitrationClause atau Klausula Arbitrase
Istilah ini ditujukan kepada kesepakatan pemilidamtara para pihak yang
dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Jach p#ttak menyatakan akan
memilih jalan penyelesaian arbitrase jika kelakedikidian hari terjadi
perselisihan diantara mereka yang timbul dari ksistertentu. Undang-
undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase tidakyebutkan syarat
tentang Arbitration Clause, kecuali yang dinyatakiatam Pasal 7, yaitu

sebagai berikut:

“‘Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Akernatif Penyelesaian
Sengketa Pasal 2 dan 3

*Munir Fuady,Op. Cit him 117.
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“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yamgde atau yang akan
terjadi antara mereka untuk digsaikan melalui arbitrase”.

(2) Submission Clause
Istilah ini adalah kesepakatan penyelesaian seagketwat arbitrase.

Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengéetaliut.

Suatu prinsip yang berlaku umum terhadap perjanggbitrase adalah
prinsip separabilitas, yaitu perjanjian atau Kldasarbitrase berdiri sendiri dan
terlepas sama sekali dari perjanjian pokoknya. Glebab itu, jika misalnya
karena alasan apapun perjanjian pokoknya dianggegt tiukum atau tidak sah,
kontrak atau klausula arbitrase tetap dianggamlaahmengikat”

Adapun syarat-syarat dari perjanjian arbitraseeddsebagai berikut :

1 Dalam bentuk tertulis.

2 Para pihak memiliki otonomi.

3 Para pihak berhak memilih yurisdiksi.
4 Para pihak itu independent.

5 Para pihak itu mempunyai kedaulatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan perjanjian teabé timbul karena
adanya kesepakatan secara tertulis dari para pinatkikk menyerahkan
penyelesaian suatu sengketaau perselisihan pekeépteda lembaga arbitrase.
Dalam kesepakatan tadi dapat dimuat pula pilihakufmuyang akan digunakan
untuk penyelesaian sengketa atau perselisihanpgzak tersebut.

Perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalanapjian pokok atau
pendahuluannya, atau dalam suatu perjanjian tdrsesdtelah timbulnya
sengketa atau perselisihan. Pilihan penyelesaiagksta diluar peradilan umum

ini harus secara tegas dicantumkan dalam perjarffiasuai dengan isi Undang-

*1 | bid
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undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan klausblaatisecara tertulis oleh

para pihak?

2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase

Guru Besar Hukum Intenasional Universitas IndameBirof Hikmahanto
Juwana mengatakan, ada kecenderungan pihak yasgng&eta, meski salah
satunya dari Indonesia, melakukan arbitrase dilhdonesia. “Banyak yang lebih
memilih proses arbitrase di Singapura, hal ini lagddkan banyak pihak belum
percaya dengan proses arbitrase di Indonesia. &ansdi pengadilan Indonesia,
jadi sorotan utama. Hal seperti ini jika dilakukpengadilan Indonesia belum
dipercaya. Dianggap pengadilan Indonesia tidakiegfisdan lama. Apalagi,
kepastian hukum atas putusan arbitrase di Indomea&h kontroversial, meski
prosesnya dilakukan di luar negett”.

Ditambahkan advokat Rahayu Ningsih Hoed, tidakjandnan pelaksanaan
putusan arbitrase Internasional di Indonesia. ‘Pilyang dikalahkan dalam
putusan arbitrase dapat melakukan perlawanan kemibpéngadilan Indonesia
untuk membatalkan. Presedennya, semua bentuk pewdawseperti ini selalu
diakomodir oleh pengadilan Indonesia,” tukasrfya.

Di banyak Negara, terbuka upaya banding terhad#psan arbitrase,
meskipun dalam prakteknya upaya tersebut telalpaklean oleh para pihak.
Melepaskan banding harus diperjanjikan diantarau&eokelah pihak. Perkataan
dalam tingkat pertama dan terakhir dalam klausu@ndar BANI sudah

mencukupi untuk diartikan sebagai pelepasan bartding

2 Rachmadi Usmamjukum Arbitrase NasionaGrasindo, Jakarta, 2002

*% Disampaikardalam Seminar International Commercial Arbitratioin Jogjakarta Senin
25 April 2011, www.hukumonline.com

>* Ibid
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Ada upaya lagi, yaitu perlawanan atau bantahanadeqh putusan
arbitrase, yang didasarkan pada tuduhan tentaaly tefjadinya penyelewengan,
kecurangan atau kekhilafan seorang atau beberapg arbiter. Dan perlawanan
atau bantahan tidak boleh dilepas oleh para pjadkselalu dapat dilakukan.

Dalam Pasal 643 R.V. mengatakan bahwa, apabila kgkman banding
terhadap putusan arbitrase telah ditutup, makaspuattersebut dapat dilawan atau
dibantah sebagai tidak sah, dalam hal-hal berfkut:

1) apabila putusan telah diberikan telah melampawsbatas yang diberikan
dalam persetujuan arbitrase;

2) apabila putusan telah diberikan berdasarkan swsefjuan arbitrase yang
batal atau telah lewat waktunya;

3) apabila putusan telah diberikan berdasarkan oleiméeh arbiter yang tidak
berwenang memutus diluar hadirnya arbiter-arbaemlya;

4) apabila telah diputuskan tentang hal-hal yang tidaintut atau putusan
telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut;

5) apabila putusanmengandung keputusan-keputusansangsama lainnya
bertentangan ;

6) apabila para arbiter telah dilalaikan untuk memugati atau lebih yang
menurut persetujuan arbitrase telah dimintakan tkesgun dari mereka ;

7) apabila arbiter telah melanggar tata cara (foresgliprocedural yang atas
ancaman kebatalan harus mereka turut atau indahketapi hanya akan
berlaku jika menurut ketentuan-ketentuan yangraedausus dicantumkan
dalam persetujuan arbitrase, bahwa para arbiteishmengikuti acara yang
biasa berlaku dalam suatu prosedur dimuka pengadila

8) apabila telah diberikan keputusan berdasarkan -surat yang setelah

keputusanitu diberikan, diakui sebagai palsu atadelah dinyatakan palsu;

° Subekti, Arbitrase Perdagang@p. Cit,him 25

*® Ibid
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9) apabila setelah putusan telah diberikan, surat-swyang bersifat
menentukan, yang tadinya disembunyikan oleh sakgh pihak, telah
ditemukan kembali;

10) apabila putusan telah didasarkan atas kecurangan @nipuan, yang
dilakukan sepanjang pemeriksaan, tetapi kemudieatatiui.

Alasan-alasan permohonan pembatalan sebagaim&emukakan diatas
telah dicabut oleh UU No 30 Tahun 1999 tentang thabe dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Namun tidak dijelaskan lejut apakah pembatalan
putusan arbitrase ini berlaku umum bagi segalasjgmitusan arbitrase ;
khususnya yang berhubungan dengan pembagian putustnase kedalam
putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrag&Enésional atau putusan
arbitrase asing’

Permohonan pembatalan putusan arbitrase terselus ldiajukan secara
tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana gamuarbitrase tersebut
didaftarkan dan dicatat, dalam jangka waktu sela#amabatnya 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftargusan arbitrase kepada
panitera Pengadilan Negeri. Ini berarti bahwa mrnusarbitrase yang dapat
dimintakan pembatalan hanyalah putusan arbitrasg yhdaftarkan di kantor
Panitera Pengadilan Neg@ti.

Para pihak dapat mengajukan permohonan pembaggahila putusan
arbitrase dapat diduga mengandung unsur-unsuradata >°
1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksat@lah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

*"H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadi@p. Cit,him 187
*8 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yafp. Cit him 167

¥ Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian
Sengketa Pasal 70
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2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yangfaemenentukan yang
disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilkétn oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut Priyatna Abdurrasyid pembatalan putusamitrase dapat
dibatalkan oleh pengadilan dalam hal putusan dengewenangan yang
berlebihan, dalam hal ini putusan dapat dikesankainglan sebagian yuridiksi
yang berlebihaf’

Meskipun Pasal 70 UU No 33 Tahun 1999 tentangtfese dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menentukan alasan-alasdnmetgajukan pembatalan,
namun ternyata Pengadialan Negeri Jakarta Pulsah gautusannya berpendapat
bahwa Pasal 70 tidak bersifat abs6lut.

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta tPhesassangkutan
didasarkan pada penjelasan atas UU no 30 Tahun tE9@8ng Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai Bab ydhg menentukan bahwa
disamping ketiga alasan tersebut diatas masih djkiokan alasan-alasan lain
karena ada kata-kat4antara lain”. ®

Alasan-alasan lain untuk pembatalan selain P&sallY No 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setagkadalah ketentuan-
ketentuan Konvensi New York 1958 yaitu Pasal V dy&) dan Pasal V ayat 2
(b), merupakan dua pasal yang menentukan b&hwa:

1. Pengakuan dan pelaksanaan dapat ditolak oleh H&ngadpabila

Termohon dapat mengajukan bukti bahwa putusanrasbittersebut yang

hendak diminta pengakuan dan pelaksanaan telalsasif@ngkan atau

¢ Priyatna AbdurrasyidQp. Cit,hlm 186

® Tineke Tuegeh-Longdong, Putusan Arbitrase Asirgptdibatalkan di Indonesia, dalalrnal
Hukum dan Pembangunan vol. 33 no.2, Juni, 2003

%2 penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999

®% Ibid
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ditunda oleh Pengadilan dari Negara menurut huk@manputusan tersebut

dan selanjutnya.

2. Apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan teradaldh bertentangan
dengarpublic policyNegara tersebut.

Alasan lain yang sering diajukan dalam acara péstdraputusan arbitrase
adalah majelis arbitrase tidak mempergunakan hukdionesia, akan tetapi telah
mempergunakan interprestasi Majelis sendiri sedamgiRenurut Perjanjian yang
menjadi dasar putusan arbitrase tersebut, Par&k pélah melakukan pilihan
hukum kearah hukum Indonesia, sehingga pilihan hutersebut sesuai dengan
Pasal 1338 KUHPerdata mengikat Para pihak sebagang-undang.

Dalam hal putusan majelis menyimpang dari kesdpaktersebut diatas
maka diajukan pembatalan karena putusan arbiteasebut mengandung suatu
causa yang tidak halal yang merupakan syarat lahgiys suatu perjanjian sesuai
dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

UNCITRAL RULESidak mengenal upaya pembatalan putusan, namun hal
ini diimbangi dengan berbagai upaya lain dalam ddentpayainterpretation of
the awardmaupun upayadditional awardsebagaimana yang diatur dalam Pasal
35, 36 dan 37!

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 yang menggttaingpleas as to the
jurisdiction of the arbitral tribunal, pada dasarnya UNCITRAL, tidak
memerlukan lagi upaya pembatalan putusan. Karea@unketentuarpleas as to
the jurisdiction of the arbitral tribunal pada saat proses pemeriksaan
berlangsung, para piahak sudah dapat mengkore&at-cacat yang berkenaan
dengan masalah yurisdiksi Mahkamah Arbitrase dahaean agar pemeriksaan

dilakukan dengan batas-batas perjanjian.

% Yahya HarahapQp. Cit,hlm 296
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Perbaikan penjelasan dan penambahan atau pengorg@agg mungkin
terkandung dalam putusan dapat digunakan upagpretation, correction
maupun upayadditional award

Dalam upaya additional award memiliki jangkauangyeneliputi pengertian
“‘omission’ atau “pengabaiari terhadap claim atau counter claim Upaya
additional awardmeliputi penambahan putusan, ralat putusan atagysangan
putusan. Pemeriksaan daladditional awardini meliputi proses pemeriksaan
oral hearingmaupun pemeriksaan pembuktian. Dari segi keboldharkeluasan
kapasitas proses pemeriksaan, penyelesaian upaydapat mengubah dan
merombak putusan arbitrase semula menjadi seocdhpltusan baru yang telah

diluruskan cacat kekeliruannya.

2.4 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Istilah Criminal Justice ~ Systematau Sistem Peradilan Pidana (SPP)
menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulanggah&an dengan
mempergunakan dasar “pendekatan sist€m”.

Menurut Remington dan Ohlin mengataka@riminal Justice Systemapat
diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistemdiphaekanisme administrasi
peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradiildan® merupakan hasil
interaksi antara peraturan perundang-undangan tibra@ministrasi dan sikap
atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem italisemengandung implikasi suatu
proses interaksi yang dipersiapkan secara rastaraldengan cara efisien untuk

memberikan hasil tertentu dengan segala ketertratpa®’

®3Ibid.
®Abdussalam, H.R dan DPM Sitomp8istem Peradilan Pidandakarta, Restu Agung.

*"Ibid

Universiats Indonesia
Analisis yuridis..., Arman, Pascasarjana Ul, 2011.



39

Hagan membedakan pengerti@miminal Justice Processlan Criminal
Justice SystenCriminal Justice Procesadalah setiap tahap dari suatu putusan
yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalamspyasg membawanya
pada penentuan pidana. Sedangkaminal Justice Systeradalah interkoneksi
antar keputusan dari setiap instansi yang tertlaktm proses peradilan pidafia.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem PeradPadana adalah sistem
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembag®éga : Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpi@adangkan tujuan Sistem
Peradilan Pidana adal&h:

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadingghi masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersatediacia.

C. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakiukgahatan tidak
mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana atlagikategorikan
sebagai berikut”®
a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapaosialisasi dan

rehabilitasi pelaku tindak pidana.

b. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak didap# luas yakni
pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam kopt#k& kriminal
(Criminal Policy).

c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicagalah kesejahteraan

masyarakatdocial welfarg dalam konteks politik sosiabcial Policy.

% Sunaryo, SidikKapita Selekta Sistem Peradilan Pidaivalang UMM Press
*Ibid

O Sunaryo, SidikKapita Selekta Sistem Peradilan Pidahalang, UMM Press, 2004.
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Selanjutnya menurut Muladi, bahwa Sistem Peradiidana, sesuai dengan
makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat lptdsilam arti sinkronisasi
struktural Gtruktural syncronization dapat pula bersifat substansisliijstancial
syncronizatiop dan dapat pula bersifat kulturauftural syncronizationp’* Dalam
hal sinkronisasi struktural keserempakan dan kessda dituntut dalam
mekanisme administrasi peradilan pidana dalam k&enhubungan antar
lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi anbistt maka keserempakan
ini mengandung makna baik vertikal maupun horalodélam kaitannya dengan
hukum positif yang berlaku. Sedang sinkronisasitukal mengandung usaha
untuk selalu serempak dalam menghayati pandangahepgan, sikap-sikap dan
falsafah yang secara menyeluruh mendasari jala@isgam Peradilan Pidana.

Bertitik tolak dari tujuan Sistem Peradilan PidanaMardjono
mengemukakan empat komponen Sistem Peradilan Pidd®epolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatdr@rapkan dapat
bekerjasama dan dapat membentuk suategrated Criminal Justice System.
Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidakkdKan, diperkirakan akan
terdapat tiga kerugian yait(f:

a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilaau dtegagalan masing-
masing instansi sehubungan dengan tugas merelanizers

b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalahiatagaokok di setiap
instansi (sebagai subsistem dari Sistem Peradittan®).

C. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansingekurang jelas terbagi
maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikagktefitas menyeluruh

dari Sistem Peradilan Pidana.

"pid

2 Abdussalam, H.R, dan DPM Sitomp8istem Peradilan Pidandakarta, Restu Agung
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Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana merapajaringan (network)
peradilan yang menggunakan hukum pidana maternikuim pidana formil
maupun hukum pelaksanaan pid&ha.

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana dagdtadip sebagai suatu
usaha untuk menjawab pertanyaan apa tugas hukuamgidi masyarakat dan
bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam drAdadang dan
bagaimana Hakim menerapkannya.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia berlangsunglundiga komponen
dasar sister!

1.  Susbtansi.
Merupakan hasil atau produk sistem termasuk Und&mtang Nomor 8
Tahun 1981.

2.  Struktur.
Yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yangriesdri Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

3.  Kultur.

Yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akaerdfigakan. Dengan

kata lain kultur adalah merupakan penggerak date8i Peradilan Pidana.

Berbagai pandangan mengenai Sistem Peradilan @idetas memiliki
dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yangdzepula. Sistem Peradilan
Pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menuajuldoses interaksi manusia
(di dalamnya terdapat aparatur hukum, pengacarseddakwa, serta masyarakat)
yang saling berkaitan dalam membangun dunia (asaljgang mereka ciptakan.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem gasrnya merupakan

3 Sunaryo, SidikOp. Cit.

" Susanto, Anthon F, 2004Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang
Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabiliteeradlilan Pidang, Bandung, Refika
Aditama.
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suatuopen systemdalam pengertian Sistem Peradilan Pidana dalaakigga
akan selalu mengalami interface (interaksi, integksi dan interdependensi)
dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat anakat : ekonomi, politik,
pendidikan dan teknologi serta sub sistem subrsigt@i Sistem Peradilan Pidana
itu sendiri ubsystem of criminal justice systgm

Sistem ini mulai bekerja pada saat adanya lapadanya tindak pidana dari
masyarakat, setelah itu Polisi melakukan penangkapeleksi, penyelidikan,
penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaara pelaku yang bersalah
diteruskan kepada Kejaksaan, sedangkan yang tigakalah dikembalikan
kepada masyarakat. Kemudian Jaksa mengadakanidatekerhadap pelaku dan
mengadakan penuntutan dan membuat surat tuduhaa.peéku yang tidak
bersalah dibebaskan, sedang yang bersalah diaj&dPengadilan. Dalam hal
inipun pengadilan juga melakukan hal yang samanyartyang tidak terbukti
bersalah dibebaskan, sedang yang terbukti melakirk@ak pidana diserahkan ke
Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakigy yeelakukan pembinaan
terhadap narapidaria.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat adaogéu snput-process-
output. Adapun yang dimaksud dengan input adalpbrd/pengaduan tentang
terjadinya tindak pidana. Process adalah sebagdakan yang diambil pihak
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Bersdsatan. Sedangkan
output adalah hasil-hasil yang diperoleh.

Sebagai suatu sistem maka di dalam mekanismergmayadsuatu syarat
yang harus dipenuhi yaitu adanya kerjasama di argiap sistem. Apabila salah
satu sub sistem tidak berjalan sebagaimana mestimgka hal itu akan
mengganggu sistem secara keseluruhan. Oleh katenkeempat sub sistem itu

memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lanny

> panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorant®®5,Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidadakarta, Pustaka Sinar Harapan.
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Setiap jabatan atau kekuasaan dalam Sistem Rardeiitlana mempunyai
potensi untuk disalahgunakaab(ise of powe@roleh yang menduduki jabatan itu.
Penyalahgunaan jabatan tersebut, pada taraf tedepgat berubah menjadi suatu
tindakan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan bartalengan jabatan yang
tengah diemban, dalam literatur kriminologi serthgebut sebagaiccupational
crime.’®

Dalam konteks perilaku, perbuatan hakim dalam nteskan suatu perkara
bisa saja menyimpang dari tujuan menegakkan hulamkédadilan. Putusan yang
dijatuhkan tersebut, bisa jadi semata-mata dilandesh alasan pokok untuk
menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Seajangputusan itu
sesungguhnya tidak lain hanya merupakan perwujudkm kecenderungan-
kecenderungan pribadi hakim yang secara substajeseed merugikan pihak lain.
Hakim yang memutus perkara demi kepentingannyairselzch merugikan orang

lain, dapat dikatakan secara otomatis telah mekako&cupational crimé’

® Th. Ronny Rahman Nitibaskartéetika Kejahatan BerdaulaBeradaban, Jakarta, 2001.

" Ibid.
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BAB I11
IMPLEMENTASI PERATURAN ARBITRASE
DI INDONESIA

3.1 Arbitrasedi Indonesia

Pada awalnya arbitrase di Indonesia diatur dalaegldtnen op de
Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yang merupakaoeduk dari pemerintahan
Belanda. Ketentuan dalam RV tersebut masih bedakelah Indonesia merdeka
dikarenakan adanya peraturan peralihan dalam Urdadgng Dasar 1945.
Selain itu telah terjadi kesepakatan para sarjaama praktisi hukum bahwa
ketentuan-ketentuan dalam RV dapat dipergunakaapit&etentuan-ketentuan
arbitrase sebagaimana dalam RV akan dianggap setsaganan®

Dalam pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tah@i0 ltentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yelafp diubah dengan
Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang PerubahanJmdang-undang No.
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokoki&sdan Kehakiman, tidak
terdapat ketentuan mengenai arbitrase.

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undawigiug No. 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasatakman tersebut bahwa
semua peradilan di seluruh wilayah Republik Ind@neslalah peradilan Negara
dan ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasahipamenyebutkan bahwa
penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dimarni atau melalui arbitrase

tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanyampunyai kekuatan

®Agnes M Toar, et.aDp. Cit,him 37

Munir Fuady,Op. Cit,him 28
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eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintaituk dieksekusi dari
Pengadilarf’

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan peskeyaub lalu lintas di
bidang perdagangan, baik Nasional maupun IntemakioMaka ketentuan-
ketentuan Pasal 615 sampai dengan 651 Reglemem Reatata (RV) dan Pasal
377 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) dasaPa05 Reglemen Acara
Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RGB). Sudalk tesuai lagi sehingga
perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengat@aagangan yang bersifat
Internasional.

Bertolak dari kondisi ini, perubahan mendasar wapaReglemen Acara
Perdata (RV) memang perlu dilakukan. Oleh sebalulétogan adanya Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danriddtd Penyelesaian
Sengketa, dapat dikatakan landasan hukum arbiiidedonesia telah diperbarui.
Dengan berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 168fartig Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa maka ketentuargemen arbitrase dalam RV
dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini sesuai denBasal 81 Undang-undang No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif RéBsaian Sengketa,

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketntmengenai arbitrase
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai détegal 651 Reglemen
Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvorderingisbiad 1847 : 52) dan Pasal
377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Eeezindonesisch Reglement
staatblad 1941 : 44) dan Pasal 705 Reglemen Acduk lDaerah Luar Jawa dan
Madura (Rechsreglement Buitendewesten, Staatblad 1927), dinyatakan tidak
berlaku”

Didirikannya suatu badan arbitrase nasional yarkgndil dengan nama

Badan Arbitrase Indonesia (BANI) pada tahun 19745 arakarsa Kamar Dagang

8bid
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dan Industri Indonesia merupakan satu contoh pgigiam merupakan konfirmasi

dari eksistensi atau pengakuan terhadap adanydraggbi BANI memiliki

peraturan dan prosedur arbitrase tersendiri daryedgskan suatu panel arbitrase.

Ratifikasi konvensi Internasional memberikan pesanta bagi Indonesia
yang berkaitan dengan Arbitrase Internasional, kosv yang penting untuk
dikemukakan antara lain :

1. Konvensi Washington atau Konvensi ICSID yang dika#si pada Tahun
1968 dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1968.

2. Konvensi New York yang telah diratifikasi pada Tahl981 berdasarkan
Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981.

3. Sehubungan dengan Konvensi New York ini juga diduddan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 1990 tentang K3elaaan
Keputusan Arbitrase Asing.

Lingkup sengketa pada arbitrase menurut Pasal 6(Ayd&dndang Undang
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altern&&nyelesaian Sengketa
terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dagene hak yang menurut
hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasangkpya oleh pihak yang
bersengketa.

Rumusan pengertian arbitrase yang diberikan Undawgng Nomor 30
Tahun 1999, kita dapat mengetahui bahwa arbitedge karena adanya perjanjian
arbitrase. Perjanjian yang dibuat secara tertuieh gara pihak ini berisikan
perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketadding perdata di luar peradilan
umum. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal kKZ3aB® Undang-undang
Hukum Perdata yang menentukan adanya dua sumbkatper maka arbitrase
ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari pgigam

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 3Guial999
mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu lésean berupa klausula

arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjignlieryang dibuat para pihak
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sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjiartragei tersendiri yang dibuat
para pihak setelah timbul sengketa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan perjanjian eabé timbul karena
adanya kesepakatan secara tertulis dari para pinakik menyerahkan
penyelesaian suatu sengketa atau perselisihantpetelpada lembaga arbitrase.
Dalam kesepakatan tadi dapat dimuat pula pilihakufmuyang akan digunakan
untuk penyelesaian sengketa atau perselisihanpgaak tersebut.

Penyelesaian melalui arbitrase dapat mencakup pidaak Negara yang
berbeda. Pengertian suatu arbitrase dikatakarrasbitnternasional (asing) dapat
kita telaah dari apa yang diartikan Internasioaeedebut. Arti hukum Internasional
menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja adalah leb@in kaidah-kaidah
dan asas-asas yang mengatur hubungan atau pergaatamelintasi batas-batas
Negara antara “Negara dengan Negara dan Negarameofpjek hukum bukan
Negara satu sama laifi*.Dengan demikian dapat diartikan bahwa Internasiona
adalah melewati perbatasan Negara dan subjek hbkuneda Negara.

Mengacu kepada Undang-undang No.1 Tahun 1967 man&emanaman
Modal Asing, maka ditetapkan adanya unsur-unsunrgasecara singkat arbitrase
itu bersifat Internasional kalaff:

a. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaamy ymrbeda yang
terbukti dan dinyatakan secara tegas.

b. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitraseldeliduar domisili para
pihak (sesuai dengan kesepakatan bersama).

c. Objek arbitrase terletak di luar wilayah Negarandina para pihak memiliki

usahanya.

8 priyatna Abdurrasyid, Pengusaha Indonedja, Cit,him 11

#lbid
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d. Para pihak sepakat bahwa objeknya (sesuai dengarsukh arbitrase)
memiliki keterkaitan dengan satu Negara atau lebih.

Pendapat lain mengenai putusan arbitrase Intemalsiasing adalah
arbitrase antara dua atau lebih Negara antara dlegara dengan warga Negara
dari Negara yang berbeda-beda ataukah dua pihakmarupakan warga Negara
dari Negara yang sama tetapi berpaling pada swatanbarbitrase seperti yang
ada di London dan Paris.

Pengertian putusan arbitrase asing menurut Konvewsw York,
dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New YI8k8, yang dimaksud
dengan putusan arbitrase Internasional adalah gmHustusan arbitrase yang
dibuat diwilayah Negara lain dari Negara tempatatiendiminta pengakuan dan
pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yassangkutari?

Namun faktor perbedaan kewarganegaraan tidak mutiika juga
persengketaan terjadi antara dua pihak yang slérgeda kewarganegaraan yang
sama, asal mereka sepakat persengketaan disetesdgkabadan arbitrase luar
negeri. Dalam kasus yang demikian, putusan arbityasg bersangkutan adalah
arbitrase asing. Sebaliknya, putusan arbitrase liadalam wilayah satu Negara
meskipun putusan arbitrase yang bersangkutan tuddokdidasarkan atas suatu
konvensi Internasional, putusan arbitrase yang kiamitidak dianggap putusan
arbitrase domestik. Putusan yang demikian dianggéapsan arbitrase asifiy.

Untuk membedakan putusan arbitrase termasuk ddoegstii asing dapat

kita lihat pada apakah Konvensi New York berlakauatidak pada putusan

8Agnes M Toaret al, Op. Cithim 49
M. Yahya HarahapQp. Cit,hlm 21

®Ibid
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arbitrase terseut. Konvensi New York hanya akatakerdan diterapkan terhadap
perjanjian dan keputusan-keputusan arbitr¥se :
1) “made outside the State where recognition and eefoent is sought”.

(yang dibuat di luar Negara tempat pengakuan deEkgena yang diminta).
2) “no considered as domestik awards in the State wheegnition and

enforcement are soughtTtidak dianggap sebagai keputusan domestik di

Negara tempat dimana penegakan dan pelaksana amint

Jadi bila suatu Negara menganggap putusan arbitnasepakan putusan
domestik maka keputusan tersebut tidak tunduk pemla/ensi New York.
Putusan akan ditinjau dari lex arbitri dari suatghBra yang bersangkutan, yang
mungkin memperbolehkan memeriksa materi pokok garusan tersebut.
Putusan yang dibuat di Negara yang melaksanakaat diipnggap sebagai
putusan arbitrase asing apabila didefinisikan demikdalam Negara yang
bersangkutan.

Lex arbitri merupakan hukum yang berkaitan dengaitrase, dari Negara
tempat arbitrase diselenggarakan, penunjukan phek perhadap suatu hukum
substantif yang berlaku tidak berarti menetapkanpe arbitrase. Lex arbitri
menentukan sahnya suatu perjanjian arbitrase, stmglang dapat diselesaikan
dengan arbitrase, upaya hukum yang dapat dilakukleh pengadilan,
pengambilan putusan berdasarkan pertimbangan yarajaban dan peninjauan
kembali putusan arbitrase mengenai materinya asaredasarny?.

Model Law UNCITRAL diadakan perumusan tersendintémg arbitrase

asing®® bahwa suatu arbitrase bersifat Internasional jikea pihak pada saat

8Agnes M.Toaret al, Op. Cithim 31-32
8 Ibid

8 Sudargo Gautam@p Cit,hlm 5.
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membuat perjanjian arbitrase mempunyai tempat ugahg berlainan NegafA.

Atau jika salah satu dari tempat usaha tersebuiadiah ini letaknya di luar

Negara di mana para pihak mempunyai tempat usahekeyeyakni %

1. Tempat arbitrase yang ditentukan di dalam Perjajiditrase.

2. Setiap tempat dimana bagian terpenting daripada ajkean yang
berdasarkan hubungan dagang harus dilaksanakateaipat dengan mana
pokok persoalan sengketa adalah paling dekat kajitaatau

3. Para pihak telah secara tegas memufakati bahwakppkomasalahan
daripada perjanjian arbitrase ini berhubungan deihgjaih dari satu Negara.
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrage Alternatif

Penyelesaian Sengketa mengatur tentang arbitrésendsional, terutama aspek

eksekusinya yaitu pada Pasal 1 ayat (9) Undanghrgnddo. 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setagkdisebutkan “yang

dimaksud dengan putusan Internasional adalah putyaag dijatuhkan oleh
suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorang&radiwilayah hukum Republik

Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase aatater perorangan yang

menurut ketentuan hukum Republik Indonesia diangggpagai suatu putusan

arbitrase Internasional”.

Akan tetapi, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentarbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkatang apa yang dimaksud
dengan arbitrase InternasioffalNamun bila kita melihat Pasal 66 (a) Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 sehubungan dengan petsdsgutusan arbitrase
Internasional, dapat dipastikan bahwa yang dimaldeman putusan arbitrase

asing adalah putusan yang dilakukan di luar wildyalonesia.

8 Model Law UNCITRAL, Pasal 1 ayat 3
% Sudargo Gautam@p. Cit,him 5

1 Munir Fuady,Op. Cit,him 183

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Arman, Pascasarjana Ul, 2011.



51

Keterangan diatas dapat disimpulkan menurut hukushoriesia dalam hal
ini Undang-undang No. 30 Tahun 1999, putusan ad®trdomestik adalah

putusan arbitrase yang dilakukan didalam wilayaloihesia.

3.2 Hubungan Arbitrase dengan Pengadilan

Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagnyslesaian sengketa di
luar pengadilan. Sebagian besar pengusaha lebdéh m@hyelesaikan sengketa
yang timbul diantara mereka melalui arbitrase @@ pengadilan karena
berbagai alasaff.

Ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-undang IMo.Tahun 1970
tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa semrtadilpe di seluruh
wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negdaa ditetapkan dengan
Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkanadpbnyelesaian perkara di
luar pengadilan atas dasar damai atau melaluraskitetap diperbolehkan, tetapi
putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekus®telah memperoleh ijin
atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadifan.

Pasal 3 dan 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1998ngrarbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengdmaalakunya klausula
arbitrase sebagai cara penyelesaian dari masatahtyabul sehubungan dengan
suatu kontrak. Pengadilan tidak mempunyai yurisdikstuk menyelesaikan
permasalahan dimana arbitrase telah ditunjuk sebEghaga penyelesaian.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999ngmabitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahersgdlilan Negeri tidak
berwenang untuk mengadili yurisdiksi terhadap setaglpara pihak yang telah

terkait dalam perjanjian arbitrase.

2 Erman RajagukgulQp. Cit,him 1

% Munir Fuady,Op. Cit,hlm 30
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Selanjutnya Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahuf t98ang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakawdah
1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniaddkak para pihak untuk

mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pernd@aggatermuat dalam

perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan cantgngan di dalam
suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapktalunarbitrase, kecuali
dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undardang ini.

Pengertian dari hal-hal tertentu menurut UndangangdNo. 30 Tahun
1999 adalah para pihak tidak mencapai kata sepakagenai pemilihan dari
arbiter atau lembaga arbitrase dan pelaksanaasgufarbitrase. Undang-undang
No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur lebih lanjut dgmesffik mengenai
kewenangan pengadilan terhadap sengketa yang tidd@ulperjanjian dengan
klausula arbitras#:

Peranan pengadilan justru timbul jika diperlukardéikan sementara untuk
melindungi kepentingan tertentu seperti pembekwekening bank, penyitaan
kapal atau pesawat terbang, pengangkatan seokaidglior, dan sebagainya.

Pada dasarnya tidak ada konflik yang berarti anpemlagadilan dengan
arbitrase. Pengadilan dengan kekuasaan memaksapga miembuat para pihak
untuk mematuhi pelaksanaan putusan arbitrase. iTptga prakteknya tidak
demikian. Lord Mustill, dalam suatu konperensi ingsional tentang arbitrase

mengatakan®

% Karen Mills, Enforcement of Arbitral Awards in ladesia Issues Relating to Arbitration
and The Judiciaryurnal Hukum Bisnis2002

% Erman RajagukgulQp. Cit,hlm 6

% |bid, him 7
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"In real life the position is not so clear cut. Vdeww commentators would
now assert that the legitimate functions of therteutirely cease when the
arbitrators receive the file, and conversely veswfwould doubt that there
Is a point at which the court takes on a purelysdmate role. But when
does this happen ? And what is the position afuhtber end of the process
? Does the court retake the baton only if and wimemted to enforce the
award, or does it have functions to be exercisedratearlier stage, if
something has gone wrong with the arbitration, bitisg aside the award
or intervening in some other way ADalam praktek sehari-hari kedudukan
antara pengadilan dengan arbitrase tidak mempurai@san yang jelas.
Ada pendapat bahwa hubungan antara pengadilan membdrase timbul
pada saat arbiter menerima kasus. Namun beberapenkator berpendapat
bahwa ada beberapa pengadilan yang memegang tegsip pemisahan
kekuasaan antara pengadilan dengan arbitrase. $&anannya adalah
kapan hal ini terjadi ? Pada waktu awal atau aldnoses ? Apakah
pengadilan turut campur saat pelaksanaan putusanjaga pada awal
proses, jika ada kesalahan pada proses arbitramggand melakukan
pembatalan putusan atau turut campur dengan cagglga ?)

Arbitrase merupakan alternatif dari pengadilan. Narbhantuan Pengadilan
agar institusi arbitrase bisa efektif amat menestukliakui baik oleh hukum
nasional maupun hukum Internasional sejak lamatu yaiulai dari Protocol
Geneva 1923 sampai dengan Konvensi New York 195&ddnanya, Pasal Il (3)
Konvensi New York 1958 menyatakaH :

“The Court of a Contracting State, when seized odcion in a matter in
respect of which the parties have made an agreemignin the meaning of
this article shall, at the request of one of theties, refer the parties to a
arbitration, unless it finds that the said agreemes null and void,
inoperative or in capable of being performefi’embaga pengadilan para
pihak dalam perjanjian ketika melakukan tindakapesie penyitaan harus
atas persetujuan para pihak yang turut serta dp&janjian sesuai dengan
yang dimaksud dalam pasal ini, dapat juga dilakukas permintaan salah
satu pihak untuk meneruskan permintaan tersebuddeepadan arbitrase
yang berwenang, kecuali bila ditemukan bahwa pgajatersebut batal dan
tidak berlaku, atau tidak memenuhi syarat untuakdikan).

Selanjutnya Pengadilan diminta untuk campur tangamakala proses

arbitrase telah sesuai dan salah satu pihak tidesetlia melaksanakan putusan

" Ibid, him 4
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arbitrase tersebut. Bukan lembaga arbitrase yapgtdaemaksakan pelaksanaan
putusan arbitrase tersebut melainkan lembaga p#gagaghng harus memaksa
para pihak yang menolak melaksanakan putusan aséittersebut untuk

mematuhinya.

Konvensi New York 1958 mencantumkan peranan pefegadialam
pelaksanaan putusan arbitrase. Peranan pengadil@iapat dilihat juga dalam
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitratigiang menjadi
rekomendasi Majelis Umum PBB kepada para anggafa pehun 1985 sebagai
standar hukum yang modern dalam arbitrase.

Di beberapa Negara campur tangan Pengadilan dinmkayk pada waktu
proses arbitrase sedang berjalan atas permintdek gang merasa dirugikan.
BerdasarkanModel Law”, pengadilan cenderung mengambil peranan pendukung
sementara proses arbitrase terus berjalan. Misaliaj@m penunjukan arbiter
ketiga, membantu proses pengadilan mendapatkanrbukt atau dokumen yang
diperlukan dalam pemeriksaan.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 13 Undang-undang B® Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setagkdisebutkan dalam pasal
ini apabila para pihak tidak dapat mencapai kesspakmengenai arbiter, dapat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan iNeg&rk menunjuk
arbiter atau majelis arbiter.

UNCITRAL Model Law juga mengatur mengenai kemungkincampur
tangan pengadilan dalam hal pengambilan putusamispyoal atau putusan
sementard® Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diatur dgjasal 32
yaitu kemungkinan arbiter atau majelis arbiter mtidnesia mengambil putusan

provisional atau putusan sela lainnya untuk memgdtetertiban jalannya

% Model Law UNCITRAL, pasal 17

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Arman, Pascasarjana Ul, 2011.



55

pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jnmemerintahkan penitipan
barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yamlah rusak’

Jadi dapat disimpulkan sebagai berik{f :

1) Apabila perjanjian menurut klausula arbitrase, atuthengadilan tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok ssagkang timbul
dari perjanjian.

2) Pilihan hukum dan pilihan domisili tempat kedudukabitrase, tidak
berpengaruh terhadap penunjukan arbitrase yanly detepakati dalam
perjanjian.

3) Penyelesaian pokok sengketa yang timbul dari p@jantetap mutlak
menjadi kewenangan arbitrse untuk menyelesaikanntanutus, akan
tetapi persengketaan yang timbul, mengenai bad#itreme yang

berwenang, merupakan kompetensi pengadilan untulembekannya.

3.3 Pendirian Pengadilan dalam Kasus

Penggugat: PT. Krakatau Steel. Penggugat berkednduk Banten
Indonesia dan diwakili olen Kantor Hukum BastamaR&tners.

Tergugat : International Piping Products. Inc. (lPBerkedudukan di 5700
N.W Central DR # 230,77092 Houston USA. Diwakilielol kantor hukum
Herman Kadir & Partners.

Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerakadgipenjualan steel
billet. Di Indonesia tergugat memiliki perwakilaraifu PT Langgeng Sentosa
Perkasa. Di dalam surat penawaran PT Langgeng semterkasa disebutkan
sebagai pihak leveransir adalah Acominas. Acomaxdelah suatu perusahaan

penghasil steel billet dari Brasil yang merupakarupahaan terbesar di dunia.

% Erman RajagukgulQp. Cit,hlm 9

%M. Yahya HarahapQp. Cit,him 102
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Kasus ini berawal dari penolakan PT. Krakatau SitadSteel Billet Grade
SWRCH8Ryang sudah disetujui dalam Sales and Purchase gree(SPA)
tertanggal 21 November 2000. Dalam SPA bernomor02803 antara PT.
Krakatau Steel dengan IPP tersebut tercantum dejedms spesifikasi material
yang dipesan PT. Krakatau Steel.

SetelahSteel Billet Grade SWRCHS8iba di pelabuhan Cigading pada 17
Januari 2001, secara sepihak dan mendadak PT.tKuakteel membatalkannya.
Pembatalan tersebut dikarenakan dengan PT. Kral&s&sl menginginkaSteel
Billet Grade SWRCH8AukanSteel Billet Grade SWRCH8Rembatalan tersebut
dibuat secara tertulis dalam surat pembatalamigged 19 Desember 2000.

Sesuai dengan kesepakatan dalam Sales Purchasam®gite penyelesaian
sengketa dilakukan melalui arbitrase ad hoc yarmrgirtedari tiga arbiter.
Peraturan yang dipakai dalam sidang arbiter adaNGITRAL Rules.

Sidang arbiter dilakukan di Jakarta. Pihak tergagatunjuk Asrul Sani dan
pihak penggugat menunjuk Kitty Soegondo. Selanpitrkedua arbiter itu
menunjuk Anangga W. Roosdiono sebagai Ketua Magehger.

Keputusan majelis arbiter tertanggal 2 Agustus 2@2ebut antara lain
adalah mengabulkan permohonan IPP. PT Krakatal lse@s membayar biaya
ganti rugi kepada IPP sebesar USD 1.450.000 danbiangan bunga 6 % pertahun
dari jumlah USD 1.450.000 dihitung sejak tanggal AQustus 2001 sampai
dengan pelaksanaan keputusan arbitrase terselgatdizebutkan bahwa putusan
arbitrase ini harus dilaksanakan dalam jangka wal&uhari sejak putusan
diucapkan.

Namun pihak penggugat kemudian mengajukan pembatalatusan
arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Sel&ammohonan pembatalan
arbitrase ini mengacu pada Pasal 70 Undang-undan@WTahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
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Adapun alasan pembatalan putusan arbitrase adalahya dokumen-
dokumen palsu yaitu dokumen yang ditanda tangaefi &laul Hanggar selaku
Presiden dari IPP, dokumen yang bersifat menentykag disembunyikan oleh
termohon, dan putusan arbitrase diambil dari hgsil muslihat yang dilakukan
oleh tergugat.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakdaupun menurut
Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentangrd@sb dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak eo@mg untuk mengadili
sengketa para pihak yang telah terikat dalam pejanarbitrase. Tetapi
Pengadilan Negeri masih berwenang dalam penyetesaiagketa selama tidak
bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-unbang30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setagk

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga maksat berwenang
membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Pagal P@sal 72 Undang-undang
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altern®@nyelesaian Sengketa
apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsanadatn :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemerikssetelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yangifaemnhenentukan,
yang disembunyikan oleh para pihak lawan ; atau

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilkén oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Disamping Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 189%Ang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat pasalakni Pasal 9 ayat (4)
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang ArbitraseAdternatif Penyelesaian

Sengketa berbunyi perjanjian tertulis tidak memh@t sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 30 TaB@8 fentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah batal theiuim.

Menurut pertimbangan hakim dasar atau alasan gemnam terbukti dan
kemudian hakim memutuskan mengabulkan permohonaolpen, membatalkan
putusan arbitrase ad hoc yang diputuskan pada @angfg Juli 2002, dan
menghukum termohon untuk membayar biaya yang tialam permohonan.

Langkah selanjutnya adalah dilakukannya banding pikak IPP terhadap
putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatanagarkbn Pasal 72 ayat (4)
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang ArbitraseAdternatif Penyelesaian
Sengketa. Permohonan banding ini dilakukan olebkpibrgugat pada tanggal 29
Oktober 2002.

Para termohon IPP diwakili oleh kuasa hukumnya,afanputusan PN dan
mengajukan banding ke MA dengan mengemukakan hedé&eberatan terhadap
pertimbangan hukum putusan PN Jakarta Selatandiangkan didalam memori
bandingnya.

Majelis hakim setelah meneliti putusan PN dan meénb@nding dari
termohon (IPP) menilai bahwa putusan PengadilareNldgkarta Selatan tersebut
dinilai mempunyai atau mengandung cacat hukum gghirbatal demi hukum
atau dapat dibatalkan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam antys membatalkan
putusan arbitrase didasarkan pada Pasal 70 Undatagig No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setagkanpa memperhatikan
syarat yang dikemukakan dalam penjelasan Pasalei@but yaitu adanya
putusan pengadilan yang lain sebelum dapat dilakysembatalan putusan
arbitrase. Yaitu putusan pengadilan yang membuktkebenaran dalil-dalil yang
menjadi alasan-alasan permohonan pemohon. Apalayi bumusan Pasal 70
huruf (b) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentangtiase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa adalah setelah putusan tditelmukan dokumen yang
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bersifat menentukan yang dimaksudkan tidak diteperaohon dan tidak terbukti
telah ditemukan setelah putusan diambil. Padahdh geeterangannya pihak
Krakatau Steel telah menyatakan dokumen-dokumenkplRP adalah palsu.
Sehingga terlihat adanya kesimpang siuran.
Oleh sebab itu Mahkamah Agung selanjutnya berpexidaghwa putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dibatalkanselanjutnya Mahkamah
Agung mengadili sendiri perkara ini.
Mahkamah Agung member putusan yang amarnya padzakpgk sebagai
berikut :
Mengadili :
(1) Mengabulkan permohonan banding dari pembanding IPP.
(2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta épel@nggal 17
Oktober 2002 No. 282/Pdt.P/2002/PN JAKSEL

Mengadili sendiri :

(1) Menolak permohonan pembatalan putusan arbitraskoadtanggal 2
Agustus 2002 yang diajukan pemohon.

(2) Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkaland kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding inetdipkan sebesar Rp
500.000,-

Pada bab ini juga telah dibahas mengenai perbedatamsan arbitrase
domestik dan putusan arbitrase Internasional, it¢idgk ada batasan yang jelas
mengenai suatu putusan arbitrase dapat dianggapgaeldomestik atau
Internasional. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 atentArbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih menjelagsk@mgenai eksekusi putusan
arbitrase asing, penjelasan mengenai putusanaa®itnternasional pada Pasal 1
ayat (9) disebutkan yang dimaksud dengan putus@nnasional adalah putusan

yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase athuen perorangan diluar
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wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusanuwsilaibaga arbitrase atau
arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukunulbtiépindonesia dianggap
sebagai suatu putusan arbitrase Internasional.

Mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1967 mah§enanaman
Modal Asing, maka ditetapkan adanya unsur-unsungagecara singkat arbitrase
itu bersifat Internasional kalau :

a. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaamy ymerbeda yang
terbukti dan dinyatakan secara tegas

b. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitraseldeliduar domisili para
pihak.

c.  Objek arbitrase terletak di luar wilayah Negaraaa para pihak memiliki
usahanya.

d. Para pihak sepakat bahwa objeknya (sesuai dengarsuka arbitrase)
memiliki keterkaitan dengan suatu Negara atau lebih

Kasus PT. Krakatau Steel dengan IPP, terdapat ¢eeabekewarganegaraan
dan objek arbitrase terletak diluar wilayah Negaagsa pihak. Tetapi perbedaan
tersebut tidak serta merta putusan arbitrasenyajadierputusan arbitrase
Internasional (asing).

Konvensi New York tidak berlaku untuk putusan adsie antara PT.
Krakatau Steel dengan IPP karena putusan arbitfdseat di Indonesia dan
dilakukan pengakuan dan pelaksanaan di IndonesiasaA lainnya adalah
putusan arbitrase dianggap sebagai putusan domnledikesia. Sesuai dengan
Pasal 66 ayat (a) Undang-undang No. 30 Tahun 188§ ynenyebutkan bahwa
putusan arbitrase Internasional (asing) adalahspatarbitrase yang dilaksanakan
di luar negeri.

Dari penjelasan diatas maka penulis berpendapatéa@utusan arbitrase

antara PT. Krakatau Steel dengan IPP merupakasguarbitrase domestik.
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Dalam hal Pengadilan Negeri mana yang berwenagng téhtur lebih lanjut
di Undang-undang No. 30 Tahun 1999, maka didasakkpada domisili para
pihak atau penunjukan domisili para pihak.

Permasalahannya adalah pendapat hakim PengaditariNerhadap kasus
ini dalam konteks kewenangan Pengadilan untuk m&aikaa putusan arbitrase.
Pasal 3 dan 11 Undang-undang No. 30 Tahun 199@ngn#rbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengdralakunya klausula
arbitrase sebagai cara penyelesaian dari masahghtiyabul sehubungan dengan
suatu kontrak. Pengadilan tidak mempunyai yurisdikstuk menyelesaikan
permasalahan dimana arbitrase telah ditunjuk seb&Eghaga penyelesaian.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999ngmabitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan baheradlilan Negeri tidak
berwenang untuk mengadili yurisdiksi terhadap setaglpara pihak yang telah
terikat dalam perjanjian arbitrase.

Selanjutnya Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahufl 98ang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakawdah
1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakak para pihak untuk

mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendaggatermuat dalam

perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan Negeri wajib wajib menolak dan tidaknakampur tangan di
dalam suatu penyelesaian sengketa yang telahpktatamelalui arbitrase,
kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkanrddlamdang-undang ini.
Pengertian dari hal-hal tertentu dalam Pasal 11 (@yaJndang-undang No.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Résaian Sengketa adalah

para pihak tidak mencapai kata sepakat mengenailipamdari arbiter atau

lembaga arbitrase dan pelaksanaan putusan arbittastang-undang No. 30

Tahun 1999 tidak mengatur lebih lanjut dan spesifikngenai kewenangan

pengadilan terhadap sengketa yang timbul dari meja dengan klausula
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arbitrase'® Pembatalan putusan arbitrase juga termasuk didadéal menurut
Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 168fang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengkéta.

Jadi pengadilan negeri berdasarkan Pasal 11 Unazateyag No. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesé@@amgketa berwenang untuk
melakukan pemeriksaan terhadap pembatalan putukdtnase. Namun perlu
dicatat pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri tidplatdaemeriksa pokok perkara
yang dapat diperiksa adalah sudah benar ataupidakan arbitrase tersebut.

Pembatalan putusan arbitrase pada pasal 70 Undetzgig No. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeles&angketa, namun pembatalan
tersebut memerlukan putusan pengadilan lainnya giangksudkan sebagai bukti

akan kebenaran alasan pembatalan putusan arbitfase.

101 karen Mills,Op. Cit,hlm 58
192pJ. McConnaughaynternational Arbitration in Indonesialuris Publishing, 2002

193 penjelasan Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999
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BAB IV
ANALISISYURIDISTERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA
DALAM HAL ADANYA DUGAAN PEMALSUAN DIKAITKAN
DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

4.1 Prosedur untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di
pengadilan Indonesia bila diketemukan adanya dugaan upaya atau
usaha pemalsuan
Para pihak dapat mengajukan perlawanan terhadaggiuarbitrase dalam

hal-hal tertentu termasuk didalamnya mengenai palekan proses pemeriksaan

oleh arbiter. Perlawanan dapat dilakukan untuk wewe prosedur dalam ruang
lingkup administrasi proses arbitrase, contoh,aeap bukti-bukti dan saksi yang
diberikan kepada majelis arbitraSé.

Kemungkinan pemeriksaan oleh pengadilan terhaddpsan arbitrase
biasanya disebabkan oleh para pihak, misalnya pesmenbukti baru yang
kemudian ditujukan untuk merevisi putusan jararigaieerjadi. Para pihak lebih
menginginkan pembatalan putusan arbitrase. Pihak ymlak menyukai atau
setuju dengan putusan arbitrase, biasanya akanajuéag tuntutan mengenai
penunjukan atau pemilihan arbitrase yang kurangasesutusan yang dijatuhkan
diluar arbiter di luar jurisdiksi mereka, arbiteang tidak mengakui hukum acara

dengan benar. Pihak tersebut beranggapan bahwsapubatal dan tidak berlaku.

%Martin Domke,Commercial ArbitrationPrentice-Hall, New Jersey, 1965
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Pembatalan hanya memberi efek kepada putusanasdgaja. Kemungkinan dari
adanya pembatalan terhadap dibeberapa hukum N¥gara.

Di dalam RV, pihak yang kalah dapat mengajukan diasahadap putusan
arbitrase terhadap Mahkamah Agung. Konsekuensinyasan tidak final dan
mengikat terhadap para pihak sampai putusan kasgsutuskan. Mahkamah
Agung akan mengkaji dari fakta hukum dan hukum ydmplikasikan oleh
arbiter. Namun sering kali pasal 641 RV dinyatattidak berlaku oleh para pihak
berdasar kesempatan dalam perjanjian. Sehinggataekaapai putusan arbitrase
yang final dalam mengikat. Pasal 60 Undang-undanghdd 30 Tahun 1999
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian stagkienyatakan bahwa putusan
arbitrase adalah final dan mengikat. Kesimpulanpgaal 60 ini menegaskan
bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengihingga tidak ada upaya
untuk banding, kasasi dan judicial review terhaplajpsan arbitrast®®

Didalam UNCITRAL Model Law dan hukum arbitrase ydamp tidak dapat
ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan tgri@adasan arbitrase yang
dapat dilakukan oleh pihak yang kalah. Tetapi hukarbitrase Indonesia
mengatur mengenai pembatalan terhadap putusamraaehitNamun ketentuan
pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat ddakdielam batasan-batasan
tertentu:’’

Prosedur untuk melakukan pembatalan terhadap putukgirase terdapat
dalam pasal 70 samapai pasal 72 Undang-undang N&dndahun 1999 tentang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketaa Pdrak dapat mengajukan
pembatalan putusan arbitrase terhadap putusan tgdgpat hal-hal sebagai

berikut :

1%Rene DavidArbitration in International TradeKluwer, 1985

1% Mulyana dan Jan K.Schaefer, Indonesia’s New FrasrleWwor International Arbitration
. A Critical Assessment Of The Law And Its Applicat By The CourtsMealey’s International
Arbitration Report Vol.17, 2002

197pJ. McConnaugha@p. Cit him 23
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1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemerikssete]ah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yangifaemnenentukan,
yang disembunyikan oleh para pihak lawan ; atau

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilkkkn oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbiaage kiapat dilakukan
terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkgmengadilan Negri. Hal ini
dapat dilihat dari pasal 71 Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 70 Undang-untlamgor 30 Tahun
1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaeargketa disebutkan bahwa
pembatalan putusan arbitrase harus didukung oléls@u pengadilan. Putusan
pengadilan ini menyebutkan bahwa alasan-alasan ggaiah putusan arbitrase
terbukti atau tidak terbukti yang pada akhirnyarakiigunakan sebagai dasar
sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan menextana menolak putusan
arbitrase.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitdese alternatif
penyelesaian sengketa tidak mengatur lebih langmganai tindak lanjut dari
adanya pembatalan putusan arbitrase. Di lain pdelem Undang-undang ini
disebutkan bahwa kepala pengadilan Negri mempuhkgavenangan untuk
menentukan kelanjutan dari pembatalan keputusatraem® sesuai dengan pasal
72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Ad®trdan Alternatif
penyelesaian sengketa. Pembatalan putusan arbitresmdikan putusan tidak
dapat dilaksanakan, sehingga pihak yang dimenandktm putusan arbitrase
tidak dapat memintakan pelaksanaan putusan asaitras

Berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tal@® lentang
Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketampéonan pembatalan putusan

harus di daftarkan secara tertulis dalam jangkatwa&® hari sejak putusan
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arbitrase didaftarkan di pengadilan Negri. Sebggaibandingan berdasarkan
pasal 644 RV, jangka waktu untuk melakukan pemaatagutusan arbitrase
adalah 6 bulan dari sejak diketemukannya buktitslaa dokumen yang dianggap
palsu atau disembunyikan.

Pasal 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tenfabdrase dan
Alternatif penyelesaian sengketa mengatur bahwanm@eonan pembatalan
putusan arbitrase harus diserahkan kepada Kepatga8iéan Negri. Jika
permohonan diterima maka Kepala Pengadilan Negratdaemutuskan apakah
pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan sgieahatau seluruh. Kepda
Kepala Pengadilan Negri setelah putusan arbitragieatalkan berhak
memerintahkan kepada arbiter yang sama atau meunkbemdjelis arbiter yang
lain untuk memeriksa kembali putusan arbitrase ataenyatakan bahwa
permasalahan tidak dapat diselesaikan melaluirasait

Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undaoghar 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian ketay alasan para pihak tidak
dapat menyelesaikan sengketanya melalui arbitreselal putusan arbitrase
dibatalkan. Putusan pengadilan mengenai para piltak dapat melakukan
proses arbitrase lagi seharusnya dibatasi untuldskessus tertentu. Bila tidak
akan mewngakibatkan dibatasinya kebebasan atabaiagara pihak.

Kepala Pengadilan Negri diharuskan untuk memutuskarmohonan
pembatalan putusan arbitrase dalam jangka waktina3D dari sejak diterima
permohonan. Para pihak dapat mengajukan kasaspatasan arbitrase yang di
batalkan oleh pengadial Negri yang kepada Mahkakgaimg, Mahkamah Agung
juga diberikan batas waktu selama 30 hari untuk uteskan permohonan kasasi
dihitungkan dari saat putusan didaftarkan dan diaer Batas waktu yang singkat
ini ditujukan untuk menghindari penundaan terhgokelpksanaan putusan.

Berdasarkan hukum arbitrase Indonesia sebelum dgadiagang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif persakn sengketa, batas waktu

untuk pengadilan Negri dan Mahkamah Agung dalam pmeses pembatalan
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putusan arbitrase tidak diatur. Dahulu proses putak&n kasasi memakan waktu
yang lama untuk mencapai putusan yang final dargiken

Priyatna Abdurrasyid berpendapat pembatalan putiednitrase dapat
dibatalkan oleh pengadilan dalam hal putusan dengewenangan yang
berlebihan, dalam hal ini putusan dapat dikesankimgdan sebagian yudiksi
yang berlebihan®

Menurut Hikmahanto Juwana, dalam proses pembatalamsan arbitrase,
pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk memeeriskok perkara yang
disengketakan oleh para pihak. Kewenangan pengatiiémya terbatas pada
kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segduopengambilan putusan
arbitrase, antara lain, Proses pemilihan paraerhingga pemberlakuan hukum
yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaiam/seta’®®

Mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam nksmgrembatalan
putusan arbitrase tidak diatur secara tegas dalaiamg-undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pessain sengketa. Menurut
Undang-undang selama putusan Arbitrase memenuhatsylam pasal 70
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan sudah digakylendaftaran maka
putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan kealdéag Negri.

Alasan lain yang sering diajukan dalam acara peadoafputusan arbitrase
adalah majelis arbitrase tidak mempergunakan hukdlonesia, akan tetapi telah
mempergunakan interpretasi majelis sendiri sedanghkenurut perjanjian yang
menjadi dasar putusan arbitrase tersebut, parak ggdah melakukan pilihan
hukum kearah hukum Indonesia, sehingga pilihan lutersebut sesuai dengan
pasal 1338 KUH Perdata mengikat Para Pihak selbagang-undang.

Dalam hal putusan majelis menyimpang dari kesepak&trsebut diatas

maka diajukan pembatalan karena putusan arbiteasebiut mengandung suatu

%priyatna AbdurrasyidDp. Cit him 186

1%Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrasernimsional oleh Pengadilan
Nasionaldalam Jurnal Hukum Bisnigdakarta, him 68
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causa yang tidak halal yang merupakan syarat ladgiys. suatu perjanjian sesuai
dengan pasal 1320 KUH Perdata.

Beberapa permasalahan ini mengemuka dalam pers@alarakatu Steel
melawan International Piping Product, inc. ( IPP)pdngadilan Negri Jakarta
Selatan. PT. Krakatau Steel, mengajukan alasaaralpsrmohonan pembatalan
putusan arbitrase dengan tidak disertai bukti @urtusengadilan. Hakim telah
mengabulkan  seluruh  permohonan Pemohon sesuai aputusNo.
282/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 16 Oktober 2002.

Hakim dalam pertimbangannya membenarkan alasaaralsmohon yang
tidak dibuktikan putusan pengadilan dengan menkasagpada argumen bahwa
cukup alasan-alasan tersebut dituangkan dalam gutogkim yang memeriksa
perkara permohonan pembatalan tersebut. Hakim ream pula bahwa
penjelasan undang-undang tidak mengikat sehinggayep@an putusan
pengadilan yang mendukung alasan-alasan permoltakamlah keharusan.

Terhadap alasan dokumen palsu, hakim menyimpull@argah kalimat,
“....surat-surat tersebut dapat dikatakan dokumerm yapat dinyatakan palsu”.

Penggunaan istilah “ dapat dinyatakan palsu” berasru menduga suatu
kepalsuan. Artinya, hakim belum mempertimbangkarakap sebenarnya
dokumen yang diperiksa itu palsu atau tidak selnagad tampak dari tidak ada
amar putusan yang menyatakan dokumen palsu.

Tetapi, Pasal 70 butir (a) UU Arbitrase menggunaistitah “ dinyatakan
palsu “ yang menunjukkan bahwa perlu ada putusaggmblan yang menyatakan
dokumen tersebut palsu dan bukan dugaan atas kWapagar suatu permohonan
dapat dikabulkan.

Masalah selanjutnya, adalah pemohon tidak akan hkermoukup waktu
mempersiapkan bukti putusan tersebut mengingatuvgihg tersedia setelah

putusan arbitrase diajtuhkan sampai batas waktuggpean permohonan

pembatalan adalah kurang dari 60 hari. Hitungamierujuk pada jangka waktu
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30 hari untuk pendaftaran putusan arbitrase ( ¥dsal 59 ) ditambah jangka

waktu permohonan pembatalan selama 30 hari (\adalF'1 ).

Alasan oleh pemohon adalah Pasal 70 (a) mengesar untuk persidangan
perkara adalah pemalsuan dokumen. Meskipun pasdlU78lo. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian setagknenentukan alasan-alasan
untuk mengajukan pembatalan, namun ternyata PdagaNegri Jakarta Pusat
dalam putusannya berpendapat bahwa pasal 70 tataiat absolut®

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta @elaersangkutan
didasarkan pada penjelasan atas UU No. 30 Tahu@ tE9flang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai BabVyang menentukan bahwa
disamping ke tiga alasan tersebut diatas masih mjkiokan alasan-alasan lain
karena ada kata-kata : “ antara laiff".

Alasan-alasan lain untuk pembatalan selain pas&JM™o.30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setegkadalah ketentuan-
ketentuan Konfensi New York 1958 yaitu pasal V dya) dan Pasal V ayat 2(b)
merupakan dua pasal yang menentukan baha :

1. pengakuan dan pelaksanaan dapat ditolak oleyedéan apabila termohon
dapat mengajukan bukii bahwa putusan arbitrasesldersyang hendak
diminta pengakuan dan pelaksanaan telah dikesakgrgau ditunda oleh
pengadilan dari Negara menurut hukum mana putusaseldut dan
selanjutnya.

2. apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan uteradalah bertentangan

dengarpublic policyNegara tersebut.

110 Tineke Tuegeh-Longdong, Putusan Arbitrase Asingatalibatalkan di Indonesia,
dalamJurnal Hukum dan Pembangunan vol.3803, him 232

1 penjelasan Pasal 70 UU No0.30 Tahun 1999 ,"BAB déingatur tentang pembatalan
putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena begtee hal, antara lain...”

12 bid

113 0p. Cit,him 253
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UNCITRAL RULES tidak mengenal upaya pembatalatugan, namun
hal ini diimbangi dengan berbagai upaya lain dabentuk upayanterpretation
of the awardmaupun upayadditional awardsebagai yang diatur dalam Pasal 35,
36 dan 371

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 yang mengattarigpleas as to the
jurisdiction of the  arbitral tribungl pada dasarnya UNCITRAL, tidak
memerlukan lagi lembaga upaya pembatalan putusarend melalui ketentuan
pleas as to the jurisdiction of the arbitral tribainpada saat proses pemeriksaan
berlangsung, para pihak sudah dapat mengkoreksit-cacat yang berkenaan
dengan masalah yurisdiksi Mahkamah Arbitrase darbafdean pemeriksaan
dilakukan dengan batas-batas perjanjian.

Perbaikan penjelasan dan penambahan atau pengargagg mungkin
terkandung dalam putusan dapat digunakan upagexpretation, correction
maupun upayadditional award

Dalam upaya additional award memiliki jangkauangyareliputi pengertian
“omission” atau ‘pengabaian” terhadap claim atau counter claim Upaya
additional awardmeliputi penambahan putusan, ralat putusan atagysangan
putusan. Pemeriksaan daladditional awardini meliputi proses pemeriksaan
oral hearingmaupun pemeriksaan pembuktian. Dari segi keboldharkeluasan
kapasitas proses pemeriksaan, penyelesaian upaydapat mengubah dan
merombak putusan arbitrase semula menjadi seocédhpltusan baru yang telah
diluruskan cacat kekeliruanny&,

Dilain pihak UNCITRAL Model Law mengatur mengenaipaya
perlawanan terhadap putusan arbitrase, hal inudidalam Pasal 34. Tetapi

alasan-alasan untuk mengesampingkan putusan dRlasal 34 Uncitral Model

114 yahya HarahapQp. Cit,hlm 296

% bid
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Law pada dasarnya sama dengan alasan-alasan uetuiak pengakuan dan

pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam PasaiVieKsi New York 1958'°

Menurut Piter Binder ada tiga alasan dilakukanngaawanan terhadap
suatu putusan arbitrase di Negara dimana putubitreae dibuat'’

1. Berdasarkan hukum yang berlaku di Negara dimauasan arbitrase
dibuat.

2. Batasan-batasan yang sudah disepakati olehpjieais, dimana hal tersebut
tidak sesuai dengan peraturan yang ada, didalanunigabnya dengan
melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase.

3. Karena adanya kesalahan dalam putusan arbiéeasdut.

Persamaan dengan UNCITRAL Model Law dengan Konvélesv York
1958 adalah harus adanya permohonan dari salapgetlk kepada pengadilan
untuk dilakukan perlawanan, misalnya permohonarukumhengesampingkan
putusan yang mengandung pelanggaran terhadap kegmmtumum. Penipuan,
dokumen yang disembunyikan dan korupsi termasuknug@elanggaran terhadap
kepentingan umum dan putusan dapat dikesampingkan.

Alasan lain yang sering diajukan dalam acara peadmafputusan arbitrase
adalah majelis arbitrase tidak mempergunakan hukdimnesia, akan tetapi telah
mempergunakan interpretasi Majelis sendiri sedamgkenurut Perjanjian yang
menjadi dasar putusan arbitrase tersebut, Par&k pélah melakukan pilihan
hukum kearah hukum Indonesia, sehingga pilihan hutersebut sesuai dengan
Pasal 1338 KUHPerdata mengikat Para pihak sebagang-undang.

Dalam konteks perilaku Hakim membuat keputusan ndalaal ini
pembatalan putusan arbitrase, perbuatan hakim dakamutuskan suatu perkara

bisa saja menyimpang dari tujuan menegakkan hulamkdadilan. Seperti yang

116 peter BinderQp. Cit,hlm 117
"bid, him 116

118 pieter SandersThe Work of UNCITRAL on Arbitration and ConciliatjoKluwer
International, 2001
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dikatakan diatas, putusan yang dijatuhkan tersebiga jadi semata-mata
dilandasi oleh alasan pokok untuk menguntungkarsdirdiri atau kelompoknya.
Sehingga putusan itu sesungguhnya tidak lain hamgrapakan perwujudan dari
kecenderungan-kecenderungan pribadi hakim yangrasesabstansial, jelas
merugikan pihak lain. Hakim yang memutus perkaraidepentingannya sendiri
dan merugikan orang lain, dapat dikatakan secapanaiis telah melakukan
occupational crime.

Apabila Hakim melakukaroccupational crime,maka hal tersebut akan
menimbulkan daya rusak yang luas. Kejahatan inaktidhanya merugikan
sebagian pihak yang berperkara, melainkan juga akamsak tatanan hukum
yang ada. Sekalipun Negara kita tidak menganuei@is€ommon Lawposisi
hakim didalam pembentukan hukunjudges made Ila tetap penting.
Yurisprudensi yang kacau, kalaupun tidak merusaitesi hukum secara
keseluruhan, paling tidak akan mengacaukan penedakaim.

Disisi lain dalam hal putusan majelis Hakim menyamg dari kesepakatan
tersebut diatas maka diajukan pembatalan karenasgutarbitrase tersebut
mengandung suatu causa yang tidak halal yang mempsyarat bagi sahnya
suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHRerdat

Upaya hukum salah satu pihak yang tidak mengingirsidanya pembatalan
putusan arbitrase dapat dilakukan pada awal sigaigy dengan melakukan
eksepsi atau keberatan terhadap kewenangan pemgatihgan dasar hukum
Pasal 3 dan Pasal 11 (1) dan (2) dan Pasal 134 Htengan syarat bila dalam
surat gugatan proses pembatalan putusan arbitresgumyai dasar yang sama
dengan dasar putusan arbitrase. Bila hakim menelkdepsi maka langkah
selanjutnya adalah melakukan upaya banding terhamdpsan sela hakim

tersebut.

119 Jika suatu perselisihan itu suatu perkara yaraktidasuk dalam kekuasaan PN, maka
setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapanti supaya hakim menyatakan dirinya tidak
berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakui karaipatannya.
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Upaya hukum selanjutnya adalah dengan melakukaraskakepada
Mahkamah Agung bila hakim telah memutuskan pemdatéérhadap putusan
arbitrase. Upaya hukum kasasi adalah upaya hukrakhie salah satu pihak yang
tidak menginginkan pembatalan putusan arbitraseerseyang diatur oleh
Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang ArbitraseAdi@rnatif Penyelesaian
Sengketa.

Namun perkembangan saat ini putusan Mahkamah Agserghgkali
membatalkan putusan pengadilan negeri yang mergratpgmbatalan terhadap
putusan arbitrase dan menyatakan bahwa putusanaaeomempunyai kekuatan
kekuatan hukum yang mengikat.

Kembali dengan alasan pembatalan putusan arbped® kasus ini adalah
telah adanya dugaan pemalsuan. Pasal 70 butir Japtbitrase menggunakan

istilah “ dinyatakan palsu “ yang menunjukkan bahwerlu ada putusan
pengadilan yang menyatakan dokumen tersebut pasubdkan dugaan atas
kepalsuan agar suatu permohonan dapat dikabulkan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka terldaiya keharusan
putusan pengadilan terlebih dahulu, putusan pelagadni tentu saja masuk
kedalam wilayah pidana.

Penegakan hukum dalam suatu sistem pidana dapstkia baik apabila
sistem peradilan pidana bekerja secara obyektiftdak memihak, serta dapat
mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yaahgphilan berkembang dalam
masyarakat. Penegakan hukum harus menggunakan kpémlesistem yang
mempunyai hubungan timbal balik antara perkembakgghatan yang bersifat
multi dimensi dengan kebijakan kriminal yang telditaksanakan oleh aparat
penegak hukum.

Perkara pidana adalah perkara yang menyangkutktikdgahatan atau
pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tephfid/a, badan atau harta
benda, sehingga negara berkewajiban menjatuhkaksisbagi mereka yang

melakukan kejahatan atau pelanggaran guna menggeikan umum. Di dalam
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perkara pidana pemeriksan dilakukan oleh kepolidkajaksaan dan pengadilan.
Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakuananganan terhadap pelaku
kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatuhlaggen polisi wajib melakukan

pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutniyakpkejaksaan mengambil

alih perkara guna melakukan penuntutan kepada peleku kejahatan di muka

pengadilan.

Untuk memperjelas wewenang masing-masing aparaandakistem
peradilan pidana, berkut ini disajikan tahap-tahapeeracara dalam sistem
peradilan pidana.

1. Penyelidikan

Menurut Wasingatu Zakiyah dkk (2002:45) Penyelidikhartikan sebagai

serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukatu dceadaan atau

peristiwva yang diduga merupakan kejahatan atauakingdidana guna
mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan unteknatuskan apakah
diperlukan penyidikan atau tidak sesuai Pasal 1KBHAP. Sedangkan

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan lagelbsi (pasal 1 butir

4 KUHAP). Bukti permulaan diartikan sebagai peténjawal adanya

keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tind@dnp. Menurut Surat

Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. EX04/1/1982, bukti

permulaan yang cukup merupakan katerangan danydaig terkandung

dalam dua diantara :

-~ Laporan polisi

--  Berita Acara Pemeriksaan Polisi

-- Keterangan saksi/saksi ahli

-~ Barang bukti

Sedangkan barang bukti menurut pasal 184 UU N®83/ladalah

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petudankketerangan terdakwa.
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Penyidikan

Menurut Yahya Harahap (1993 :99) Penyidikan adséahngkaian tindakan
yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengurgoul bukti guna
mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangkapataku. Pejabat
yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidast@laa polisi atau
pejabat sipil yang diberi wewenang khusus oleh ogdandang. Khusus
untuk tindak pidana ekonomi dan korupsi peejabagyserwenang adalah
kejaksaan. Penyidikan harus diawali dengan penatbersin kepada penuntut
umum sehingga proses penyidikan adalah bagian iyaegral dari proses
penuntutan karena berawal dari koordinasi jaksanalgroses penyidikan di
polisi. Bila dalam penyidikan tidak diketemukan bukang cukup,
penyidikan dapat dihentikan demi hukum dengan maagean Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika pilmakda tidak menerima
keputusan SP3 dapat mengajukan gugatan pra peréelilkedap penyidik.

Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilnkga kepada penuntut
umum yang disertai surat dakwaan. Menurut pasa) KUHAP penuntutan
adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkarkapoar pidana ke
Pengadilan Negeri yang berwenang menurut undangrgnddengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakialam sidang

pengadilan.

Pemeriksaan Pengadilan

Persidangan adalah upaya untuk memeriksa, mengiatilimemutuskan
sebuah perkara. Persidangan dipimpin oleh majeksvhyang terdiri dari
tiga orang hakim. Bila terdakwa tidak hadir dalaergmdangan meskipun
telah dipanggil secara resmi, majelis hakim akanguedangnya sekali lagi

dan bila belum juga hadir majelis hakim berwenamdaikukan upaya paksa
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untuk menghadirkan terdakwa. Pada awal persidangamakwa atau
pengacaranya dapat mengajukan keberatan atas dakataan jaksa
sehingga harus dibatalkan dan apabila hakim menétgheratan terdakwa,
sidang langsung selesai, tetapi sebaliknya biltetan ditolak persidangan
diteruskan dengan pembuktian. Di dalam hukum apatana pembuktian
salah satu bagian penting karena putusan hakimsalikizn atas bukti

(kebenaran materiel) dan keyakinan hakim.

Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebejghat negara yang
diberi wewenang untuk memutuskan perkara. Putusmmcapkan di
persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yan@ribemenentukan
apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Agp@bilsalah ditentukan
jenis hukuman yang harus dibebankan kepada terdakaag berat
ringannya tergantung pada tuntutan jaksa dan fdlikbor yang

meringankan.

Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan pidana yang telah mempunyaiakak hukum tetap
dilaksanakan oleh Jaksa setelah menerima salirtasgyudari panitera. Jika
terdakwa dihukum penjara, jakasa akan membuat spetntah
menjalankan  putusan pengadilan dan dikirim kepadambéaga
pemasyarakatan. Bila kemudian terdakwa dijatuhumén pidana sejenis,

maka hukuman harus dijalani secara berturut-turut.

Banding
Apabila salah satu pihak dalam perkara pidana trdekerima vonis yang
dijatuhkan hakim, masih dimungkinkan untuk mengajukbanding ke

pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tingguk diperiksa ulang.
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Dalam sidang banding majelis hakim akan memerikaaguseluruh fakta-
fakta dalam persidangan tingkat pertama, sehingga pengadilan tingkat
banding dikenal istilah judex factie. Selanjutnya&n&adilan Tinggi
membuat keputusan baru berupa memperkuat vonisagesg tingkat
pertama atau sebaliknya membatalkan keputusan giéangéngkat pertama

dan membuat keputusan baru.

Kasasi

Apabila terdakwa atau jaksa masih juga belum pealsadap putusan
banding, masih dimungkinkan untuk mendapatkan kesaunt dari lembaga
peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. MA melkkno upaya

penyatuan hukum guna memberikan kepastian hukum rdanjamin

konsistensi dalam setiap putusan pengadilan. MAubgsi sebagai judex
jurist yang hanya memeriksa pertimbangan hukum mrerapan hukum

dalam putusan pengadilan di bawahnya.

Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biashadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap.tefang berhak
mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atali warisnya
(Kejaksaan). PK hanya diajukan terhadap putusamaguiian yang tidak
memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuihukam.

Berdasarkan penjelasan diatas kasus PT. Kraktgal $nelawan
International Piping Product, inc. ( IPP) di pentad Negeri Jakarta
Selatan. PT. Krakatau Steel, seharusnya diselesdiagan terlebih dahulu
mengajukan investigasi kepada penyidik untuk mernkak kebenaran
pemalsuan surat yang dilakukan oleh termohon, dendatap
memperhatikan batasan waktu yang telah diatur d&JahNo. 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeles&angketa.
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4.2 Pembatalan Putusan Arbitrase yang didasarkan pada adanya dugaan
upaya atau usaha pemalsuan tanpa melalui proses pembuktian pidana
pemalsuan terlebih dahulu.

Pengaruh perkembangan dunia perdagangan daphatddari semakin
meningkatnya perjanjian multilateral dan bilatechberbagai Negara. Dalam
setiap perjanjian Internasional, umumnya dicantunmidausula arbitrase. Karena
kelebihan-kelebihan arbitrase, para pelaku bisatshl memilih penyelesaian
perselisihan diantara mereka dengan melalui paradivasta yang mereka pilih
sendiri*®

Seringkali sikap pengadilan negeri Indonesia hamgamganggap klausula
arbitrase sebagal formalitas suatu perjanjian ggfairkurang mempunyai daya
ikat. Anggapan tersebut menyebabkan banyak tenpedanggaran terhadap
hukum arbitrase itu sendiri. Walaupun Indonesiahtemempunyai Undang-
undang yang mengatur mengenai Arbitrase, tetapiggmlan negeri masih
merasa mempunyai kewenangan untuk mengadili kasugad klausula arbitrase,
bahkan membatalkan suatu putusan arbitrase.

Telah dibahas diatas yaitu apabila Hakim melakuk@rupational crime,
maka hal tersebut akan menimbulkan daya rusak kssy Kejahatan ini tidak
hanya merugikan sebagian pihak yang berperkaragimkah juga akan merusak
tatanan hukum yang ada. Yurisprudensi yang kacalaugun tidak merusak
sistem hukum secara keseluruhan, paling tidak akangacaukan penegakan
hukum.

Bagaimanapun juga, antara hukum dan hakim tetap jachk, karena
keduanya memang berbeda. Oleh karena itu, setrafaktin hakim dalam
memutus suatu perkara, senantiasa merupakan latsim atas hukum. Karena

merupakan tafsir, maka faktor yang paling dominasaldm jatuhnya suatu

12agnes M.Toar et aQp. Cit,him 122
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putusan adalah diri pribadi hakim. Tingkat keterdamp pengetahuan,
kecenderungan-kecenderungan, integritas, moralkégakinan hakim menjadi
sangat menentukan warna suatu putusan.

Lembaga arbitrase menurut penulis memang tidaktdagrdiri sendiri tetap
memerlukan kekuatan memaksa yang dimiliki oleh bagaradilan umum.
Peranan pengadilan justru timbul bila diperlukanddkan sementara untuk
melindungi kepentingan tertentu seperti pembekwekening bank, penyitaan
kapal atau pesawat terbang, pengangkatan seokaigglior dan sebagainy&

Campur tangan pengadilan terhadap putusan asbisesngkali menjadi
pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah udikam oleh arbitrase.
Sehingga adanya upaya pembatalan terhadap putushitrasse akan
mengindikasikan adanya aksi yang dijalankan oldmalkpiyang kalah untuk
menghambat. Bahkan, untuk menghalangi proses asbityang telah dijalankan
sebelumnya. Apalagi, bila perkara yang diputusriit@se melibatkan jumlah
uang yang besar.

Apabila kepentingan pribadi hakim dalam suatu pexkerlalu kuat, maka
sudah dapat diduga bahwa yang akan dihasilkanratatagutusan yang jauh dari
rasa keadilan. Segala pertimbangan hukum yangndjkaam dalam putusannya
menjadi faktor pembenar bagi motif pribadi hakinejgsih mana kepentingan
yang menguntungkan pribadi hakim mewarnai suatwsau, pada dasarnya
sangat sulit untuk diketahui. Karena hal itu melekanjadi satu didalam putusan
atau ketetapan, yang wujudnya berupa teknis hukang ymerupakan logika-
logika hukum. Dari sudut peluang, jabatan hakimupakan suatu jabatan yang
paling leluasa dalam “menggunakan” hukum, dibanding dengan profesi-
profesi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, akala hakim berkemauan
hendak menyalahgunakan hukum, maka kejahatannya akaris sempurna,

karena kejahatan itu terbungkus rapat oleh hukam ladhkan menjadi hukum itu

12IErman RajagukgulQp. Cit,him 6
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sendiri karena kemudian menjadi yurisprudensi. la¢smn ini disebabkan oleh
faktor kekuasaan hakim yang bebas dari campur tapgeek manapun dalam
menerapkan hukum. Hal ini dapat menggoda hakim kuntenyalahgunakan
hukum dan menjadi korup.

Selain hal tersebut diatas, sebab lain adanyankecengan pengadilan
mengintervensi putusan arbitrase karena memangahlheyd penghormatan
terhadap lembaga arbitrase oleh hakim. Oleh sehakesadaran penghormatan
hakim terhadap putusan arbitrase perlu ditingkatkan

Abdul Rahman melihat arbitrase dan mediasi bulkastangan pengadilan.
“Lembaga itu adalah bagian dari kita (pengadilddgmang lembaga mediasi
seperti arbitrase adalah bentuk-beruk courtyang diperkenalkan. Dan ini akan
mengurangi beban pengadildfi®.

Semakin banyaknya pembatalan terhadap putusamragebimaka sifat
arbitrase yang memutuskan secara final dan bingiegurut penulis lambat laun
akan memudar. Seperti pendapat praktisi hukum LBaAagaribuan yang menilai
tidak ada keistimewaan dengan dibatalkannya putadatrase. Baginya, putusan
arbitrase bukanlah sesuatu yang sifat@msolute, final and binding“Jadi,
memang terbuka kemungkinan untuk dibatalka&n”.

Memang menurut Priyatna Aburrasyid, dari 100 haByautusan yang
diajukan pembatalalf’ namun menurut penulis seharusnya putusan arbitrase
tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalan. agnpembatalan itu sendiri
dapat terjadi karena dapat dimungkinkan oleh Undartang No 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setegkelain adanya sikap untuk

tidak melakukan putusan tersebut dari pihak yahkglankan.

122 pytusan Arbitrase Tidak Bisa Begitu Saja Dibatalkdalam_www.hukumonline.com
13 Desember 2002

123 Maraknya Pembatalan Putusan Arbitrase Campur TanBangadilan Dinilai
Berlebihan, dalam www.hukumonline.co@¥ Oktober 2002

2Privatna  Abdurrasyid:  99,9% Hakim Tidak Mengerti bArase, dalam
www.hukumonline.com10 Januari 2003
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Walaupun Undang-undang no 30 tahun 1999 tentangitrAse dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatuigerad kemungkinan terhadap
pembatalan putusan arbitrase namun dapat bebeetgda yang memungkinkan
intervensi pengadilan untuk melakukan pengulangenepiksaan perkara.

Pasal 70 Undang-undang No 30 tentang Arbitrase d@dternatif
Penyelesaian Sengketa dalam penjelasannya mewajilgeamohon harus
menyertakan bukti putusan pengadilan untuk mendykalasan pembatalan
putusan arbitrase. Tetapi karena penjelasan Ragalaklah tegas hal ini terlihat
dalam kata “dapat” dari kalimat “...putusan pengadilai dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan...” seolah-olah hakimridikeleluasaan untuk
menggunakan atau tidak menggunakan putusan peagigebut sebagai dasar
pertimbangannya. Sehingga memungkinkan hakim meygpuoeluang untuk
memeriksa permohonan yang alasan-alasannya titkaktdian dengan putusan
pengadilan.

Celah pada Pasal tersebut menyebabkan hakim dakmpertimbangkan
alasan-alasan permohonan akan sulit menghindar&padia pemeriksaan ulang
pokok perkara yang telah dipertimbangkan dalamd2ué\rbitrase.

Disamping itu penilaian ulang secara yuridis dbaldanextra-judicial atas
putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akambawa implikasi
memperpanjang proses berperkara, sehingga sudtarpenenjadi seperti tidak
pernah final.

Penjelasan diatas membuktikan bahwa perlunya pbarbpada Undang-
undang No 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Paggan Sengketa terutama
pada Pasal mengenai pembatalan putusan arbitrésania dengan memberikan
pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenardsgramendapatkan putusan
pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan pelaatarhadap putusan
arbitrase.

Selain itu juga diperjelas mengenai hal-hal aga gang harus dilakukan

oleh para pihak bila terjadi suatu pembatalan putuarbitrase. Karena tidak
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adanya pengaturan mengenai tindakan selanjutnydakeadanya pembatalan
putusan arbitrase membuat hakim selama ini terkhaaga membatalkan saja.

Sehingga yang terjadi adalah para pihak tidak dayetdkukan tindakan apapun.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam tesis ini dapat iétitazberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1.

Putusan final arbitrase tetap merupakan putyaag mengikat dan efektif
bila para pihak secara sukarela melaksanakan putaatrase tersebut.
Namun bila salah satu pihak tidak menginginkan ksalaaan putusan
arbitrase, maka pihak tersebut biasanya mengajuk@nmohonan
pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Neggati. dapat dikatakan
bahwa pembatalan terhadap putusan arbitrase tebigai hak ingkar
digunakan oleh salah satu pihak, walaupun dalam ifiapembatalan
putusan arbitrase didasarkan pada dugaan adanyga ugiau usaha
pemalsuan. Di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1&&8ng Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur merigesrabatalan terhadap
putusan arbitrase dan pembatalan tersebut memerjukasan pengadilan
sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk melalpémbatalan.

Tetapi Undang-undang arbitrase ini tidak mengagecara tegas
mengenai keharusan adanya putusan pengadilan seb@lengajukan
pembatalan terhadap putusan arbitrase.

Ditambah lagi jangka waktu pengajuan pembatalgngan arbitrase
yang sangat singkat seringkali menjadi alasan gghintidak adanya
putusan pengadilan tentang suatu perkara yangkdmjsebagai alasan yang

mendasari pembatalan putusan arbitrase tersebutingga hal ini
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berdampak seakan-akan timbulnya ketidakadilan deqihgoihak yang telah
dimenangkan dalam putusan arbitrase.

Upaya hukum salah satu pihak yang tidak mengkaginadanya
pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan padd sidang yaitu
dengan melakukan eksepsi atau keberatan terhadagméegan pengadilan
dengan syarat bila dalam surat gugatan proses palabg@utusan arbitrase
mempunyai dasar yang sama dengan dasar putusdarasebiBila hakim
menolak eksepsi maka langkah selanjutnya adalahakolen upaya
banding terhadap putusan sela hakim tersebut.

Upaya hukum selanjutnya adalah dengan melakuksask kepada
Mahkamah Agung bila hakim telah memutuskan pemdatdaerhadap
putusan arbitrase.

Namun perkembangan saat ini putusan Mahkamah gAgaringkali
membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang mergmat@glembatalan
terhadap putusan arbitrase dan menyatakan bahwasaputarbitrase
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapryudalam putusan
tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai pembatplansan final arbitrase
dengan hanya berdasarkan adanya dugaan pemalskiamedo oleh salah
satu pihak, yang kemudian dibatalkan oleh PengadNe&geri. Dalam

putusan pembatalan tersebut dikatakan hanya bekdasaadanya

pemalsuan surat atau dokumen dari salah satu paimgla adanya putusan
Pengadilan yang menguatkan bahwa dokumen terseltsi ptau tanpa
dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut terhadaptsat@au dokumen yang
dikatakan palsu tersebut melalui penyidikan ataarsetekhnis laboratoris

yang seharusnya dilakukan melalui Sistem Peradd@ana sesuai yang
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diatur dalam KUHP dan KUHAP karena pemalsuan sagatah merupakan
ranah pidana.

Sehingga Hakim Pengadilan Negeri dapat dengashaimmelakukan
pembatalan putusan Arbitrase tersebut hanya bekdasainterpretasi
pribadi dari Hakim sehingga sangat mudah terjadaldhan atau bahkan
lebih ekstrim lagi yaitu dapat terjadi kejahatanlahe penyalahgunaan

wewenang atau disebOccupational Crime.

Saran

Dibuatkan suatu peraturan lebih lanjut atauastuypelaksanaan atau revisi
terhadap Undang-undang No0.30 Tahun 1999 tentangitrdase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengenai pasa) yaengatur tentang
syarat pembatalan putusan Arbitrase khususnya dafein dugaan
pemalsuan surat atau dokumen seharusnya mendajpatkesan pengadilan
atau melalui Sistem Peradilan Pidana sebelum miedakipembatalan
terhadap putusan arbitrase.

Revisi terhadap penambahan waktu pengajuan galabgputusan arbitrase
apabila adanya keharusan mendapatkan putusan fplangadebih dahulu
sebagai syarat dari proses pembatalan putusanragashittetapi perlu
diperhatikan untuk tidak terlalu lama. Hal ini dksadkan agar
terpeliharanya rasa keadilan diantara kedua belbbkpdan juga agar
tercapai kepastian hukum serta putusan yang dagratuaskan kedua belah
pihak.

Agar badan arbitrase diberikan kewenangan untalkakukan pemaksaan
atau mempunyai kekuatan eksekutorial dalam halkpatman putusan

arbitrase yang bersifat final. Sehingga tidak lagemerlukan bantuan
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pengadilan dalam melaksanakan putusan arbitrasg lyarsifat final bila
salah satu pihak tidak menginginkan hasil putusesebut.

Adanya lembaga eksternal yang mengontrol proseanganan kasus—kasus
arbitrase yang sedang berjalan sehingga diharamk@an arbitrase berjalan
normatif, jujur, adil dan dapat memuaskan keduaalbepihak serta

mencegah terjadiny@ccupational Crime.
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